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KATA P€NGANTAR

f,t uii dan syukur dipaniatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat
I dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku berjudul
Desentrolisasi Fiskal ini, terdorong oleh keinginan penulis

mengenai implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

mengenai pemerintahan daerah. Bersamaan dengan itu Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 iuga direvisi dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan

keuangan antara pusat dan daerah.

Tulisan yang ini mengupas masalah implementasi kebijakan

desentralisasi fiskal yang mampu mengembalikan hubungan hierarki
antara pemerintah provinsi dan pemerintah lokal. Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 menerapkan dana alokasi umum (DAU) yanglebih
besar kepada pemerintah provinsi. Undang-undang ini juga menerapkan

rumusan yang lebih baik dalam penentuan alokasi keuangan kepada

daerah. Tampaknya undang-undang ini akan meniadi petuniuk utama
bagi implementasi kebiiakan desentralisasi fiskal.

Semoga bermanfaat adanya.

Penulis"
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BAB I
P€NDAHULUAN

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu ditemukan
betrerapa penulis yang telah melakukan penelitian sebelumnya yang
berhubungan dengan topik dan masalah implementasi kebijakan
desentralisasi fiskal, kemudian dibahas secara kritis sehingga dapat
diketahui tentang ruang lingkup, kalian, hasil, keunggulan dan kelemahan,
sehingga dapat diketahui relevansi dan aspek-aspek yang masih harus
dikembangkan dalam penelitian ini.

Secara umum penelitian tentang implementasi kebijakan otonomi
daerah, studi tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1999 di Kabupaten
Bandung sudah dilakukan oleh Utang Suwaryo [2O05) dari Universitas
Padjadjaran Bandung bahwa implementasi kebiiakan otonomi daerah
tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak komponen
(kewenangan, urusan, keuangan, sumber daya, sikap para pelaksana,
dan partisipasi masyarakat) satu dengan yang lain saling berinteraksi.
Di sini tergarnbar kebijakan secara luas, akan tetapi kajiannya kurang
merefleksikan kondisi desentralisasi fiskal secara keseluruhan.

Penelitian lain, yakni Ari Sulistyorini (2004J dari Universitas Gadjah
Mada Yograkarta meneliti tentang"Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap
Pelayanan Publih Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyakarta."
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana
desentralisasi fiskal bekerja di tingkat daerah dan sejauh mana dampak
desentralisasi fiskal terhadap kapasitas daerah dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Temuan penelitian ialah bahwa desentralisasi
fiskal telah membawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Yogyakart4
di mana pemerintah daerah mempunyai taxing power yang lebih leluasa
serta memperoleh penerimaan daerah yang meningkat secara drastis
selama dua tahun terakhir. Tetapi desentralisasi fiskal tersebut belum
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membawa dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik di sektor
kesehatan.

Asri Harahap (2006), dari Universitas Padjadjaran meneliti tentang
Manaiemen Keuangan Daerah dan Perilaku Birokrasi dalam Implementasi
Otonomi Daerah di Pemerintahan Provinsi DKI fakarta. Penelitiannya
dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap
proses pelaksanaan konsep manaiemen keuangan daerah yang responsif,
responsibel, dan akuntabel keuangan Pemerintahan Provinsi DKI fakarta.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah
di DKI Jakarta terjadi kekurangefisienan, salah satu faktor penyebabnya
adalah sikap dan perilaku birokrasi keuangan yang kurang responsif
dalam menyerap dan melibatkan masyarakat selama proses perencanaan

dan penyusunan APBD.

Aswin [2005), dari Universitas Brawiiaya Malang meneliti tentang
dampak implementasi kebiiakan desentralisasi fiskal terhadap
kineria pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
dan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan
desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan

secara tidak langsung melalui kinerja proses bisnis internal, kineria
pertumbuhan, dan pembelajaran.

Joko Waluyo (2007), dari Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan daerah
di Indonesia. Tuiuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dampak
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
pendapatan antardaerah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa
desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi
relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber
daya alam daripada daerah bukan pirsat bisnis dan miskin sumber daya
alam.

Selanjutnya Fadillah Amin (2002), dari Universitas Brawijaya Malang
meneliti tentang "lmplementasi Dana Perimbangan serta Implikasinya
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam
rangka Desentralisasi Fiskal: Studi pada APBD Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun Anggaran2OO2!' Tuiuan penelitiannya untuk memperoleh
deskripsi yang komprehensif tentang (1) Implementasi mekanisme
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penyaluran (transfer) dana perimbangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah; (2) Implementasi mekanisme penyusunan
dan pengelolaan APBD; (3) Penerapan sistem akuntansi keuangan
daerah ISAKD) di Kabupaten Malang; dan (4) Implikasi pelaksanaan
desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Malang.
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa perolehan dana alokasi umum
(DAUJ Kabupaten Malang untuk tahun anggaran 2002 adalah yang
terbesar di Provinsi fawa Timur. Sedangkan untuk dana alokasi khusus
[DAKJ, Kabupaten Malang tidak memperolehnya. Untuk implementasi
mekanisme transfernya, penyaluran dana perimbangan dari pemerintah
Pusat kepada Pemkatr Malang pada prinsipnya sudah sesuai dengan
kebutuhan yang berlaku, namun ada beberapa aspek yang belum
sepenuhnya dapat terpenuhi.

Bahl [2001), menjelaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal
di China, di mana sebagian besar dana yang didistribusikan pemerintah
pusat ke daerah berasal dari pajak-pajak yang dibagihasilkan seperti
paiak pertambahan nilai (VATJ, pajak sumber daya alam, pajak bangunan,
paiak saham, pajak perdagangan dan industri, dan pajak pendapatan
perusahaan joint-venture asing. Kewenangan daerah dalam pengelolaan
pajak antara lain meliputi pajak penghasilan perusahaan daerah, pajak
bisnis, pajak tanah perkotaan, pajak penghasilan perorangan, dan pajak
pertambahan nilai (PPN) tanah.

Berdasarkan kajian literatur penelitian pendahuluan tersebut di
atas tergambar bahwa keberhasilan suatu kebiiakan publik dalam
implementasinya membutuhkan banyak dukungan dari komponen-
komponen Iainnya. Komponen-komponen yang mendukungkeberhasilan
suatu kebiiakan publikyang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat
banyak termasuk pemerintah daerah sendiri antara lain seperti sumber
dayaorganisasiyangmeliputistrukturorganisasiyangmeliputikemadirian
daerah merupakan kewenangan daerah yang tidak dapat dielakkan,
tetapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRIJ,
kewenangan dalam kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan
bahwa setiap daerah harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari
pada pendapatan asli daerah (PADJ. PAD hanya merupakan salah satu
komponen sumber penerimaan keuangan daerah meskipun pAD tidak
seluruhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD). Proporsi PAD terhadap total penerimaan dapat memberikan
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warna terhadap desentralisasi fiskal suatu daerah. Studi ini paling tidak
dapat mengisi kekosongan informasi terutama mengenai kemampuan

daerah dalam mengelola pendapatan daerah semenjak diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mana telah direvisi dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peran daerah kabupaten/kota
sebagai daerah yang memiliki kewenangan diharapkan dapat lebih

efektif dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri terutama
yang berasal dari PAD, sehingga tidak tergantung pada sumbangan dan

bantuan pemerintah pusat.

Hasil penelitian masing-masing tersebut di atas melihat suatu

kebiiakan publik dan implementasi kebiiakan dari sudut pandang

proses kebijakan menurut Bahl, dalam segi dampak desentralisasi fiskal

desentralisasi fiskal sedangkan penulis melihat implementasi kebiiakan

dalam penelitian ini menurut Edwards III, dari segi implementasi

kebiiakannya. ###
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BAB II

I M PL€M€NTAsI K€BIJAKAN PUBLI K

lmplementasi ketrijakan merupakan suatu tahap dan tidak
terpisahkan dari keseluruhan proses kebiiakan. Dunn (2000 : 24J,

menjelaskan bahwa "kebiiakan yang tetah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial
dan manusia." Implementasi kebijakan merupakan aspek penting
dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan, karena implementasi
merupakan aktivitas dalam mencapai tuiuan yang telah ditetapkan.
Implementasi kebiiakan yang berhasil meniadi hktor penting dalam

keseluruhan proses kebiiakan. Bahkan secara elsplisit Huntington
(1994: 1), menegaskan:

Perbedaan paling penting antara satu negara dengan negara lain
tidak terletak pada bentuk ideologinya, akan tetapi pada tingkat
kemampuan melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan
dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap putusan atau
kebiiakan yang dibuatnya.

Dalam studi implementasi kebiiakan publik yang lebih realistis, Abidin
(2OO4 : 19!-197) lebih mengapresiasikan dukungan keberadaan faktor
internal dan eksternal kebijakan proses implementasi kebiiakan dengan
pemikiran teoretis sebagai berikut

1. Bahwa proses implementasi kebijkan ditentukan oleh dukungan
dua faktor; yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya., sedangkan
faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan dukungan
masyarakat.

2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:

(1) Subtansi kebijakan, bahwa suatu kebiiakan dianggap berkualitas
dan mampu dilaksanakan jika memiliki substansi:

a) Tujuaq bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang
dipakai untuk membuat kebijakan itu dapat dikatakan
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baik, iika: [1) Rasional, artinya tujuan dapat dipahami atau
diterima oleh akal sehat; (2) Diinginkan (desirable), arnnya
tuiuan kebijakan itu memenuhi kepentingan orang banyak
atau dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

bJ Asumsi, bahwa asumsi yang dipakai dalam proses perumusan
kebijakan itu realistis atau tidak mengada-ada.

cJ Informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap
dan benar atau tidak kadaluarsa (out of date). Kebijakan
yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah
tidak tepat.

[2) Sumber daya, yaitu meliputi:
a) Sumber daya aparatu4, yaitu dukungan aparat pelaksana

kebijakan;

bJ Anggaran, yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebiiakan;

cJ Sarana, yaitu dukunganperalatan bagi pelaksanaan kebilakan.

3. Dukungan faktor eksternal kebiiakan secara elaboratif meliputi:
1J Kondisi lingkungan kebijakan, yaitu menyangkut kondisi sosial

politih dan ekonomi.

2) Dukungan masyarakag yaitu dukungan masyarakat sebagai
sasaran (ob7?kl kebiiakan yang diimplementasikan.

Konsep implementasi kebi.jakan tersebut nampaknya lebih
komprehensif, karena mengemukakan faktor-faktor signifikan yang
menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor
internal kebijakan yang menyangkut aspek kualitatif (substantif) dan
aspek manaierial suatu kebijakan serta faktor eksternal kebiiakan yang
menyangkut realitas dampak kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta
penguatan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai
stakeholders utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi fi skal
(sasaran kebijakan desentralisasi fiskal).

Relevan dengan pendapat tersebut, para ahli administrasi publik
iuga sependapat mengenai pentingnya peranan pembuatan kebijakan
dan implementasi kebiiakan sebagai suatu mata rantai proses kebijakan,
seperti dikemukakan Edwards tll (1980 : 37) yang mengatakan empat
faktor utama yang dominan memengaruhi implementasi kebiiakan
adalah communicafion fkomunikasiJ, resources fsumber daya), dis position
(disposisi), dan bureaucratic structure (strul<tur birokrasi).
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1, KoMUNTKASI KEBTTAKAN (PuBLrc poucy Comuuntcnrton)
Dalam proses komunikasi kebiiakan Qtublic policy communication),

Edwards lll (1980 : 37), menyebutkan bahwa transmisi, konsistensi,
dan kejelasan memberikan pengaruh terhadap efektivitas implementasi
kebijakan. Para penerima informasi (target audience) baik sebagi si
pengirim (sender), maupun si penerima {receiver) perlu mengetahui apa
yang harus dilakukan terhadap kebiiakan.

Hakekat komunikasi yang dirangkum oleh Sudiyono dan Harpowo
{2003 : 37-38) dari pendapat pakar ilmu komunikasi adalah:

Komunikasi pada hakekatnya adalah proses pertukaran pesan-pesan
verbal dan atau nonverbal (massage) di antara si pengirim fsender or
source or communicatorJ dengan si penerima freceiver - communicont
melalui berbagai media (method, channel, transmitter) - transmisi
guna mengubah sikap dan perilaku yang mencakup aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik.

Proses alami komunikasi digambarkan oleh Schermerhorn J.R. Jr., f-G.
Hunt, dan R.N. Osborn [2003 : 337) dengan menambah faktor norse:

A process of sending and receiving messages with attached meanings.
Thqt include o source, who encodes on intended meaning into d
message, and receiver, who decodes the massage into o perceived
meaning. The receiver may or moy not give feedback to the source.
Noise is the term used to ony disturbance that disrupts it and interferes
with transference of the messages within the communications process.

Maksud Schermerhorn, ef al. pelaksanaan komunikasi pemerintah,
DPRD dengan masyarakat sebagai suatu proses pengiriman dan
penerlmaan pesan-pesan yang mengandung arti-arti. Mereka terdiri atas
sebuah sumberyang memberi tanda arti yang dimaksudkan dan penerima
yangditandai pesan dengan arti yang diterima. Penerima bisa memberikan
atau tidak memberikan masukan balik kepada sumber. Norse adalah
istilah yang diberikan bagi gangguan yang menghambat pesan-pesan
dalam proses komunikasi. jika tersendatnya komunikasi pemerintah,
DPRD dengan masyarakat disebabkan peran pemerintah, DpRD dengan
masyarakat masih belum optimal. Mereka terdiri atas sebuah sumber
yang memberi tanda arti yang dimaksudkan dan penerima yang ditandai
pesan dengan arti yang diterima. Penerima bisa memberikan atau tidak
memberikan masukan balik kepada sumber. Noice adalah istilah yang
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diberikan bagi gangguan yang menghambat pesan-pesan dalam proses
komunikasi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1

Sumber: Schemerhom, Hunt Osbon (2003 : 337)

Bahasan secara detil aspek komunikasi (communicafionJ sebagai
faktor krusial dalam implementasi kebijakan pada empat faktoq, yakni
komunikato4, penerima, media/saluran komunikasi, dan hambatan
komunikasi (noice) di samping diperlukan adanya media ftertulis, lisan,
radio, televisi, film) dan tanggap balik dalam setiap proses komunikasi
bisnis, maka pandangan bahwa komunikasi bersifat 1inie4 kini telah
bergeser menjadi komunikasi memusatterutama pada komunikasi bisnis
seperti berikut ini.

(1) Komunikato r (Communicam)

Sumber komunikasi atau komunikator dalam penelitian ini
berfungsi sebagai implerientator kebijakan yang menurut Ibrahim
(2003 : 17) yaitu:

Harus memiliki keterampilan untuk meydkinkan atau memengaruhi
orang lain, sehingga seb lum berkomunikasi, komunikator harus
meyakini terlebih dahulu kebenaran dan rumusan kebijakan yang
akan dikomunikasikan. Sedangkan komunikator kebijakan harus

Proses Komunikasi lmplementasi Kebijakan Publik
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memiliki rasa perca)ra diri yang tinggi, sehingga dalam proses

komunikasi kebijakan tidakterjadi hambatan-hambatan yang berasal
dari internal diri komunikator Ibrahim, 2003 : 37-38).

(2) Penerima (Receiver)

Ibrahim, et o/- [2003:40) membagi dua kelompokyakni penerima
yang dikehendaki (intended receiver) dan penerima yang tidak
dikehendaki (unintended receiver). Fliegel F.C. (1984) sebagaimana
dikutip Swanson B.E. (1984:80) menyatakan bahwa beberapa
tahapan respons yang terjadi dalam diri penerima pesan komunikasi
tergantung pada:

1. Bentuk pengetahuan atau informasi (pesan) yang dikomuni-
kasikan fbaru atau lamaJ, merupakan kondisi kualitas tertentu
dari informasi yang diperoleh berdasarkan perbedaan waktu
mendapatkannya.

2. Cara mengomunikasikan atau menyampaikan Qtersuasive, atau
menarik), adalah langkah-langkah bagaimana memperoleh
informasi tersebu! dengan ialan ya ng p ersu asive atau pemaksaan/
penekanan.

3. Putusan yang diambil oleh penerima untuk implementasi atau
adopsi dan konfirmasi, adalah rencana penggunaan informasi
yang telah diperoleh tersebut yaitu untuk implementasi atau
konfirmasi.

Dalam bahasa pemasaran, E.K. Strong (1925J sebagaimana dikutip
Kotler [1994 : 573) menyatakan bahwa respons yang diberikan si
penerima mengikuti tahapan attention, interest, desire, d,an action
(i{IDA model).

(3) Media/Saluran Komunikasi (Channel-Tlansmitter)
Terdapat banyak cara, metode dan saluran komunikasi baik

secara lisan pada pendekatan individual dan massal (pidato,
ceramah, kuliah), maupun secara tertulis {melalui postet brosu[
Ieaflet, selebaran, dan media cetak lain), audiovisual (Rlm, TV CD)

dan bentuk-bentuk lainnya. Semakin banyak cara, metoda, dan
saluran komunikasi yang digunakan oleh komunikator kumunikasi
kebijakan, semakin paham si pen erima (receiver) kebiiakan terhadap
rumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang disampaikan
itu (Ibrahim, 2003 : 18).

Implenentasi Kebijakan Pubtikl 9



(4) Hambatan (lvoiseJ

Noise (communication barriers) atau hambatan komunikasi
menurut Schermerhorn, Hunt dan Osborn (2003 : 342J disebabkan
oleh enam faktor yaitu:
1. Distraksi fisik (physlcal distraction) yang merupakan akibat

dari gangguan kosentrasi yang disebabkan perencanaan tidak
menetapkan prioritas-prioritas;

2. Masalah-masalah semantik (semantic problems), yakni masalah
bahasa dan kata-kata yang dapat menyebabkan penerima pesan
mempersepsikan lain isi pesan yang disampaikan komunikatol
sehingga komunikasi lisan maupun tertulis harus benar-benar
memperhatikan bahasa dan memilih kata-kata yang tepat, atau
dengan lain kata: sampai pesan singkat dan sederhana (kr'ss
principle);

3. Pesan-pesan campuran (mixed messages) yaitu ketika
komunikator menyampaikan suatu pesan dengan kata-kata,
namun bersamaan dengan itu dibuat gerakan-gerakan badan dan
mimiknya (body languange) yang mengombinasikan pesan lain;

4. Perbedaan budaya fculturo I diference) yang terjadi pada
komunikasi lintas kultur;

5. Tiadanya masukan (absence of feedback) yang terjadi pada
komunikasi satu arah (one wey communicationJ dan;

6. Pengaruh-pengaruh status (staws effeca) yang terjadi
akibat perbedaan antara komunikator dan penerima. Untuk
menghilangkan pengaruh perbedaan tingkat ini, maka
komunikator dan penerima harus membangun kemitraan setara
dengan optimalisasi pada objek kegiatannya.

2. SUMBER DAyA KEBTIAKAN (puBlrc polrcy REsouRcEs)
Faktor kedua yang memengaruhi keefektifan implementasi kebijakan

adalah sumber daya. Edwards III (1980: 87) menyebutkan bahwa
walaupun kegiatan faktor dalam proses komunikasi terpenuhi, namun
tanpa dukungan sumber daya (manusia dan fasilitasJ yang handal dan
memadai, implememtasi kebijakan tidak akan efektif. Karena peran
komunikator merupakan fali:tor terpenting yang akan menghilangi
keberhasilan pelaksanaan kebiiakan pengomunikasian, yang dalam
hal ini dialami oleh banyak peran komunikator yang mungkin akan
menyebabkan kineria objek kegiatan semakin menurun.

10 | Desentratisast Fisl@l



Simanjuntak (1985 : 301, menyatakan bahwa: sumber daya masukan
dapat terdiri atas beraneka ragam faktor produksi seperti kapital, tanah,
bangunan, peralatan dan mesin, bahan baku dan sumber daya manusia.
Kendatipun demikian dalam implementasi kebiiakan, faktor manusia
adalah strategis karena peningkatan produktivitas falrtor produksi lainnya
sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusia
dalam menangani, mengelola, mengendalikan dan memanfaatkannya.
Sumber daya kebiiakan yang secara garis besar terdiri atas sumber
daya manusia yalcri sumber daya komunikator fdalam hal ini aparatur
pemerintah) dan sumber daya produksi dan distribusi, di samping
sumber daya alam baik berupa potensi alam, ketersediaan waktu,
ketersediaan tempat, serta fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana
implementasi. Pembagian sumtrer daya kebiiakan sebagai faktor penting
pada implementasi kebijakan dalam empat dimensi praktis tersebut
adalah sebagai berikut

(1) Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur pemungutan pajak dan retribusi yang

jumlahnya tidak mencukupi pada tingkat kelembagaan implementon
akan menghambat kelancaran implementasi kebiiakan, sehingga,
stnfrng yar:.g dimulai dari rekruitmen dan pembinaan merupakan
masalah sentral dalam implementasi terutama pada implementasi
kebijakan baru. Di samping itu segi keterampilan aparatur yang
menangani implementasi kebijakan juga sangat menentukan
t€rcapainya tujuan implementasi. Aparatur perlu segera dibina serta
dikembangkan secara terus menerut bertahap serta sistimatis agar
memiliki lebih banyak kemauan dan kemauan secara individu atau
secara kolektif,

Menurut Winardi I. [2000 : 441], ketika mereka bekerja dalam
suatu tim iaringan ke4a fteam work and networking) pada fokus
berikuL
1. Memiliki sikap mental dan budi pekerti luhur (highly mental

altitude);
2. Memiliki cita-cita, imajinasi, gagasan, kreativitas, inovasi,

dedikasi, empati, dan kearifan (idealkm, imagination, initiative,
creativiQt, innovatio4 dedication, empatism, and wisdom) untuk
mendampingi optimalisasi penerimaan daerah, serta dampaknya
dalam pelayanan secara mandiri.
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Empatisme dan kearifan dalam implementasi kebiiakan akan

menimiulkan sikap bahwa pelaku implementasi tersebut tidak

mengurangi, tidak semata-mata menjadi ahli, tidak berdebat' tidak

t"*ututk"n komunikasi dan pembicaraan, serta tidak bersikap

diskriminatif terhadap optimalisasi penerimaan daerah' serta

dampaknya dalam pelayanan. Niscaya, bila kaidah ini dipegang

teguh, maka efektivitas layanan akan meningkat' Secara sistematis'

lalanan implementator kebiiakan ditentukan oleh- pemahaman

ihwal problemnya, orang-orang memengaruhinya, kekuatan dan

keterbatasannya, sifat serta pola hubungan-hubungan kerja yang

timbul di antara dan di dalam berbagai kelompok orang-orang yang

bersama-sama membentuk lingkungan kerjanya [Winardi J'' 2000 :

442).

Unsur sumber daya aparatur ini berperan di dalam implementasi

kebiiakan sebagaimana isu utama dalam tulisan ini karena aparatur

rnerupakan ""kto." ut^rnu dalam men-deliveri seluruh kebiiakan

kepada obiek kebiiakan secara tepat.

Dalam perspel<tif kibernologi membedakan pengertian objek

penerima implementasi kebijakan yang hidup dalam sub kultur

ekonomi [SKd) dan sub kultur sosial ISKSJ di perkotaan menladi dua

dngkatan, yakni;

1. Tingkat peasantry, adalah tingkatan bahwa implementasi

keUilatan- tersebut sangat bergantung kepada peranan dan

keteisediaan sumber daya dari perumus kebiiakan itu sendiri;

2. Selain oleh tidak adanya aksesibilitas, kekurangan, keterbukaan'

dan transparansi anggaran serta kurangnya pembakuan kegiatan'

(2) Sumber Dana Implementasi Kebiiakan

Implementasi kebiiakan harus memiliki dukungan pendanaan

yang memadai dan stabil. Implementator pada tingkat bawah'

Li"ul"oy" ."ng"lami hambatan yang paling besar dalam menialankan

kewenang"nny" karena keterbatasan kewenangan pengelolaan

sumber dana, sekalipun implementasi kebiiakan telah menetapkan

pembiayaan atas pelaksanaannya dari sumber pemerintah dan

swasta.

Kewenangan di atas kertas sangat berbeda dengan operasionali-

sasinya di lapangan, terutama karena kewenangan untuk memperoleh
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sumberdana bagi penyediaan fasilitas implementasi kebijakan
tersebut-

[3) Sarana dan Prasarana (Facilities- Infrastructure)
Seorang implementator lapis atas yang memiliki staf yang cukup

dari segi kuantitas maupun kualitas, memahami informasi yang
lengkap, memiliki kewenangan yang cukup, namun tidak memiliki
fasilitas yang memadai, sangat besar kemungkinannya tidak akan
mampu mengimplementasikan sebuah kebijakan publik dengan
efektif.

Fasilitas antara lain menyangkut piranti keras dan lunak,
organisasi, serta teknologi. Sarana dan prasarana implementasi
kebiiakan terdiri atas selebaran, papan tulis dan papan penempel,
alat tulis, proyektor, perlengkapan ruang alat peraga, dan sarana
mobilitas dan base camp.

3, Drsposrsr lrau StKAp DAN PERTLAKU TERHADAT KEur;nxat (pu&rc
PoLrcY D|sP.osrrrov)

Ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku
sumber daya manusia aparatur implementasi kebilakan sebagai imple-
mentator kebiiakan dan sumber daya optimalisasi hasil implementasi
bersangkutan, serta dampaknya dalam pelayanan sebagai konsumen
(objek) atas implementasi kebijakan. George C. Edwards III [1980 : 90J
menelaah faktor disposisi ini ke dalam empat peranan berikut.

(1) Peranan Disposisi (Effects of Dispositions)
Kepentingan implementator secara pribadi dan atau organisasional
yang dituiukan oleh sikapnya terhadap kebilakan pada kenyataannya
sangat besar peranannya pada implementasi kebijakan yang
efektif. Sikap implementator yang merintangi implementasi
kebijakan dimulai dari munculnya tindakan seleksi, diskriminasi,
ketidaksetujuan serta dilanjutkan dengan penyimpangan yang
tidak terelakkan antara putusan ketrijakan dan kinerja kebijakan.
Kadangkala, implementator secara selektif menerima pelbagai
perintah, namun sesungguhnya ia menolak perintah yang tidak
sama dan sebangun dengan sikapnya terhadap kebijakan. perbedaan
sudut pandang organisasional mungkin iuga mencegah kerja sama
antarimplementator atau terjadinya konflik internal sebuah unit
implementator dalam implementasi kebijakan menjadi penting;
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[2J Penataan Staf Birokrasi (Staffing tlte Bereau(, utic)

Edwards III [1980:95) menyatakan bal.rwa pettgangk:rtan (selection

and recruitment), penempatan dan pembinaan personalia - staf yang

bersedia dengan tulus dan mampu fmempunyai ability, copacity,

dan capability) karena memiliki kompetisi dan profesi yang tepat
untuk mengimplementasikan kebijakan adalah bagian yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sistem penataan

implementator kebijakan dibangun dalam rangka kelancaran
proses implementasi kebijakan pemerintahan yang strategis antara
lain dengan mengesampingkan, menarik, menempatkan atau

memindahkan staf yang mungkin tidak patuh dan menolak atau

menghambat proses implementasi kebijakan tersebut;

(3) fnsentif (In centives)

Insentif merupakan salah satu faktor pembangkit motivasi staf
implementator pada setiap tingkatan perlu diperhatikan dan

dipenuhi (Winardi 1., 2002 : 271. Insentif dapat diwujudkan dalam

bentuk sistem penggajian, pemberian honorarium, tuniangan,
maupun berbentuk penghargaan lainnya yang bersifat kompetitif
sesuai kinerja implemntator [George C. Edwards III (1980 :93-94,
Winardi 2002 :28);

4, STRUKTUR BIROKRASI KEBI,AKAN (POUCY BUREAUCRACY

Srnucrune)

Struktur kelembagaan birokrasi pemerintahan di pusat dan di daerah

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan
pemerintahan. Prosedur operasional baku dan fragmentasi struktur
birokrasi ini dapat menjadi penghambat implementasr dalam bentuk
pemborosan sumber daya perintangan koordinasi, pengacauan yurisdiksi
implementator lapis bawah serta pembangkitan tindakan-tindakan yang

tidak dikehendaki sehingga harus mendapatkan tambahan atensi [George
C. Edwards IIl, 1980 : 127J menilai struktur birokrasi sebagai faktor yang

sangat berperan terhadap implementasi kebijakan pada faktor berikut.

(1) Prosedur Operasional Bakrr (Standard Operational Procedures -

soP)
Standard operational procedures [SOP) merupakan tuntutan internal
dari implementasi suatu kebijakan yang seragam, dan sumber daya,

kesempitan waktu, serta keragaman operasional organisasi yang
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besar dan luas. SOP disusun, juga sebagai akibat tuntutan efisiensi
dari birokrasi eksternal terutama pada implementasi kebijakan yang
secara luas memengaruhi lingkungan eksternal. SOP adalah suatu hal
yang secara rutin memungkinkan para peiabat publik menetapkan
putusan-putusannya secara cepat setiap saat karena prosedurnya
telah disederhanakan dan diseragamkan sehingga dengan SOP

menghemat waktu yang sangat berharga. Kendatipun demikian SOP

yang berlaku seragam pada situasi umum tidak jarang merupakan
hambatan dalam implementasi kebiiakan yang bersifat khusus dan
baru, fleksibel karena harus ada perubahan dan pada situasi yang di
luar kebiasaan. SOP yang ketat seringkali menyebabkan individu dan
organisasi enggan menerima tanggung iawab baru sehingga tidak
saja akan menunda atau bahkan merintangi implementasi sebagian
atau keseluruhan kebijakan baru tetapi juga akan menghambat
terlaksananya program-program baru. Dalam hal ini yang dimaksud
dengan pengertian SOP adalah suatu langkah-langkah prosedur
yang telah berlaku tetap dan diputuskan melalui sebuah kebijakan
tertentu. SOP disusun untuk membantu bagaimana implementasi
kebiiakan tersebut bisa dilakukan dengan baik, tepat sasaran dan
efisien.

(2) Fragmentas i (Fragmentati on)

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung iawab untuk sebuah
bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang terbesar
luas. Presiden Jimmy Carter yang dikutip George C. Edwards III
(1980: 134J, tentang kondisi fragmentasi birokrasi di Amerika
Serikat sebagai berikut.

" There are too many ogencies, doing too many things, overlappings
too often, coordinating too rarely, wasting too much money and
doing too little to solve rarely problems."

Sehinggaterlalu banyakunityang melakukan, hal yangsering tumpang
tindih, yang jarang dikoordinasikan, maka banyak menghabiskan uang,
dan melakukan terlalu sedikit pemecahan masalah yang nyata. Pada

kenyataannya, unit-unit tidak dapat dengan mudah diorganisasikan
seputar suatu bidang kebijakan, sehingga sebagai konsekuensinya
fragmentasi dilakukan untuk mendistribusikan tanggung iawab atas
sumber daya dan otoritas pemecahan masalah komprehensif, dan hal ini
menyebabkan koordinasi kebijakan meniadi sulit dilakukan. Tanggung
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jawab yang terfragmentasi ini secara signifikan menyebabkan sempitnya
fokus dan merintangi kebijakan yang bersifat khusus.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan
baih jika keempat faktor dapat berjalan dengan baik, karena tidak
mungkin setiap faktor berdiri sendiri, melainkan akan bekerja bersama-
sama dan satu sama lain saling memengaruhi. Kelemahan pada satu
faktoI akan berpengaruh pada proses implementasi yang pada akhirnya
memengaruhi kinerja implementasi itu sendiri. Keempat faktor tersebut:
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi meniadi
kerangka pemikiran dalam melihat Sejauh mana implementasi kebijakan
dilaksanakan.

Dalam prakteknya, sebagai contoh dapat diartikan bahwa (1J
komunikasi merupakan suatu bentuk kanalisasi penerapan kebijakan
suatu kegiatan tertentu kepada implementator kebiiakan; (2) sumber
daya mencerminkan adanya suatu sarana-prasarana pendukung
utama implementasi kebiiakan, misalnya, aparatu4 infrastruktu4
dana, keterampilan, dan sebagainya; (3J disposisi mencerminkan arus
deliveri bagaimana kebijakan itu harus diimplementasikan melalui
agregasi kemampuan sumber daya; sedangkan [4J struktur birokrasi
mencerminkan adanya keharusan bahwa berjalannya implementasi
kebijakan itu melalui lini organisasi dan struktur birokrasi. Sedangkan
bagan dari model Edwards III (1980: 134J adalah sebagai berikut.

Gambar 2

lmplementasi Kebijakan Publik, Menurut George C. Edwards lll

Sumber: lmplementasi KebUakan George C. Edwards lll (1980 : 134).

16 | Desehtrulisasi Fkkttl



Dalam studi implementasi kebilakan, dari beberapa pendekatan
tersebut di atas yang dapat digunakan untuk berhasil tidaknya
pelaksanaan kebijakan. Pendekatan dikemukakan oleh Edwards III
[1980: 9) dua pertanyaan pokok, yaitu:

1. What are preconditions for successful policy implementation?
2. What the primary obstocles to successful policy implementation?
Berdasarkan pertanyaan tersebut, Edwards III [1980 : 12J

merumuskan empat faktor yang merupakan syarat-syarat penting guna
mengkaji dan meneliti implementasi kebiiakan. Keempat faktor itu
adalah sebagai berikut.

7. Communication: Komunikasi menyangkut penyampaian atau
penyebaran informasi ftransmission), kejelasan (clari\t), dan
konsistensi {consistency) dari informasi yang disampaikan.
Pelaksanaan kebiiakan akan lebih efektif jika orang-orang yang
bertanggung iawab mengimplementasikan kebiiakan, memahami
apa yang seharusnya mereka lakukan. Kebiiakan-kebijakan yang
harus dilaksanakan disalurkan melalui orang-orang yang repar,
komuntkasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas.

2. Resourcesz Sumber daya menyangkut empat komponen yaitu staf
[staff) yang cukup fiumlah dan muruJ, informasi (information)
yang dibutuhkan guna mengambil putusan, kewenangan
(authori\t) yang cukup guna untuk melaksanakan tugas dan
tanggung iawabnya serta fasilitas (focilities) yang dibutuhkan
dalam implementasi kebijakan. Kejelasan, konsistensi, dan akurasi
komunikasi tidak akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan
kebijakan, iika sumber daya implementasi kebiiakan tersebut
tidak memadai. Sumber daya implementasi kebiiakan tidak
hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi iuga sumber daya
material. Tanpa sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan
kebijakan tidak akan berialan efektif.

3, Disposition Disposisi atau sikap pelaksanaan (attitudes of
imp lem enterc), menyangkut damp ak (effec*) darikalangan aktor-
aktor dalam mengimplementasikan kebiiakan secara efektif
pengaturan bagi para pelaksana kebi.iakan dan pemberian insentif
(gaji, hono4 dan sebagainyaJ. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya
dipengaruhi oleh seberapa jauh pelaksanaan kebijakan mengenai
isi kebijakan dan kemampuan untuk melaksanakannya, akan
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tetapi iuga ditentukan oleh keinginan atau tekad para pelaksana
dalam menerapkan kebiiakan.

4. Bureaucrotic structurei Struktur birokrasi, menyangkut prose-
dur standar operasi dalam pelaksanaan kebilakan (standor
operating procedures) dan pengaturan tata aliran pekerjaan dan
pelaksanaan program. Struktur birokrasi merupakan variabel
terakhir yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Pelaksanaan/implementasi melibatkan banyak pihak, sehingga
koordinasi dan kerla sama dari masing-masing pihak menjadi
penting. Dalam hubungan ini setiap pihak yang terkait dalam
implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu prosedur
standar pelaksanaan.

Faktor komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan kebijakan. Kegagalan kebijakan adakalanya disebabkan
oleh ketidakmampuan aparat pelaksana untuk menerjemahkan setiap
kebijakan-kebijakan. Di sini diperlukan kemampuan, keterampilan, dan
terutama pengalaman aparat pelaksana yang secara khusus berkaitan
dengan kebijakan yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Munir
(2000 : 92) mengemukakan bahwa "petugas pelaksana yang akan
terlibat langsung dengan aturan (putusanJ, berhadapan dengan orang
yang berkepentingan sehingga ia harus mampu memberikan penjelasan
serta pelayanan yang tepat dan cepat." Di samping itu, komunikasi sangat
bergantung pada adanya saluran informasi. Informasi yang lebih teliti/
efektil menurut Edwards ltl [1980:43J adalah pemberian informasi
secara langsung. Karena itu, dalam penyebaran informasi kebijakan
harus secara langsung kepada masyarakat.

Faktor lainnya adalah saluran informasi, gagalnya implementasi
kebijakan pemerintah adalah tersumbatnya saluran informasi, sehingga
tidak ada kejelasan informasi. Terjadinya kesalahpahaman antara
pemerintah dan masyarakat tentang program-program karena saluran
informasi berdampak pula pada kebiiakan yang tidak konsisten, dengan
kata lain penjelasan terkadang bertentangan dengan kenyataan dan
kebutuhan masyarakat, manakala suatu kebijakan diimplementasikan.

Mengenai sumber daya (resources), Edwards III [1980 : 53)
mengemukakan implementasi: ".... Implementers lack the resources
necessary to corry out policies, implementation is likely to be ineffective."
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Sumber daya meliputi staf {staff), informasi {information), kewenangan
(authority), dan fasilitas (facil iti es).

Kebijakan organisasi tertentu yang mengatur penyelenggaraan
implementasi kebijakan merupakan salah satu jenis kebilakan publik
yang ditetapkan oleh perumus kebijakan [organisasi tertentuJ.

Pemikiran teoretis tersebut nampaknya lebih mengedepankan
pentingnya dukungan faktor-faktor manajerial yang signifikan, seperti
informasi yang akurat, sumber daya yang memadai, perilaku birokrasi
yang konsisten, dan tersedianya personel yang proporsional dan
profesional bagi efektivitas implementasi kebiiakan publik, namun
kurang memperhatikan faktor eksternal dalam implementasi kebijakan
publik yang cukup signifikan, seperti dukungan masyarakar fpublik)
sebagai sasaran implementasi kebijakan publik. ###
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BAB III
KONS€P DE5€NTRALISA5I FISI(AL

Sejarah telah mencatat bahwa desentralisasi keuangan atau yang
lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal telah muncul sebagai wawasan
baru dalam kebijakan negara pada era 1970-an. Kuncoro (1995:4)
menyatatakan tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi fiskal
disebabkan oleh dua hal berikut.

(1J dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat yang populernya
adalah strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with
equiU)i

(2J adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang
kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah
dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Karena alasan itulah, maka para ahli mengaiukan berbagai alasan
mendasar tentang pentingnya desentralisasi fiskal dalam perencanaan
dan administrasi di negara-negara dunia ketiga. Sedangkan para ahli
lebih memilih istilah desentralisasi fiskal untuk menielaskan hal itu
dibandingkan dengan desentralisasi keuangan. Karena baik fiskal
maupun keuangan memiliki esensi yang sama, maka dalam pembahasan
ini istilah desentralisasi fiskal akan lebih menonjol dibandingkan dengan
desentralisasi keuangan. Hal itu tidak berbeda dengan pengertian
hubungan fiskal antara pusat dan daerah yang memiliki makna sama
dengan hubungan keuangan. Oleh sebab itu, katafskal baik yang diawali
dengan kata hubungan maupun yang diawali dengan kata desentralisasi
senantiasa diartikan dengan kata keuangan. Bukankah dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, katafskal diartikan sebagai "berkenaan dengan
urusan pajak atau pendapatan negara" dan padanan yang pas untuk
menyebutkan hal itu tidak lain adalah keuangan.

Liwack and Seddon (1999 : 2J, bahwa:
"Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan
kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (fungsi publik) dari
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pemerintah kepada daerah fbawahan) atau organisasi semi-mandiri

finstansi vertikal) atau kepada pihak swasta. Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa kewenangan
provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya."

Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap
sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah,
diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin,
pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif [copital
investment) di daerahnya [Khusaini, 2006 : 97).

Sedangkan Henri Maddick [1983 : 19-20) mengatakan bahwa:

"Desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan
kemampuan aparatpemerintah dan memperoleh informasiyanglebih
baik mengenai keadaan daerah untuk menyususn program-program
daerah secara lebih responsifdan untuk mengantisipasi secara cepat
apabila dalam pelaksanaannya timbul berbagai persoalan."

Di samping itu, desentralisasi dapat dipakai sebagai alat untuk
memobilisasi dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional
dengan menginformasikan kepada masyarakat daerah untuk menggalang
partisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan
di daerah.

Oleh karena banyaknya pendapat tentang desentralisasi maka untuk
menghindari kerancuan Oentarto S.M., (2004 : 2B) membatasi pengertian
desentralisasi yaitu:

"Desentralisasi sebagai kebiiakan pelimpahan kewenangan dari
pemerintah kepada unit pemerintah bawahan. Secara politis,
desentralisasi merupakan kebijakan'berbagi kewenangan' @ower
shoing) antara pemerintah dengan pemerintah daerah-"

Implikasinya, selauh mana kekuasaan dan kewenangan
didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan menurut
besaran atau luas geografis suatu negara. Selain itu, desentralisasi juga

berarti pembentukan wilayah-wilayah yang lebih kecil dari wilayah yang
lebih kecil dari wilayah negara dan penciptaan lembaga-lembaga, baik
bersifat otonom maupun administratif di wilayah-wilayah tersebut.
Sedangkan Suwandi (2003 : 3) n engemukakan bahwa kapasitas
kuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah
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daerah dalam menjalankan
fungsi pelayanan masyarakat
pembangunan (development

function).

fungsi-fungsinya seperti melaksanakan

{public service function), melaksanakan

fuction), dan perlindungan (protective

Selanjutnya Smith (1979 : 214J, mengemukakan faktor-faktor yang
dapat memperkirakan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: "Fungsi/
tugas pemerintah, kemampuan pemungutan palak daerah, bidang
tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran,
wilayah ketergantungan dan personel." Sejalan dengan pendapat di
atas Fernandez (1992 : 26-36'), mengemukakan argumennya tentang
faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan otonomi daerah
yang mencakup institusi keuangan dan aparat pemerintah daerah.
Agar pemerintah daerah mampu memelihara serta mengembangkan
penyelenggaraan otonominya, maka pemerintah daerah harus mampu
merespons perubahan-perubahan fundamental atau strategi yang teriadi
di lingkungannya.

Menurut Yudhoyono (2001 : 126), bahwa aspek substantif
pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan terorientasi cara pandang
yang mengedepankan aspek kewenangan daerah. Di samping itu,
beberapa aspek substantif sebagai indikator kesiapan pelaksanaan
otonomi daerah yang penekanannya pada aparatur pemerintah daerah
antara lain sebagai berikut.

[1) Terjadinya rincian kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan
oleh daerah otonom beserta kegiatan-kegiatan yang menyertai;

[2J Desain organisasi perangkat daerah;

[3] Daftar kebutuhan pegawai;

(4) Daftar kebutuhan sarana dan prasarana fperlengkapan) yang
dibutuhkan;

{51 Perkiraan kebituhan biaya untuk meleksanakan kewenangan wajib
minimal, dalam satu tahun anggaran.

Secara teoretis desentralisasi fiskal dapat dikatakan bahwa dengan
desentralisasi, maka pemerintah daerah akan lebih dekat kepada
masyarakat (their constituenfJ, sehingga pemerintah daerah diharapkan
dapat memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (local
needs and local preferences). Oleh karena itu, dengan desentralisasi
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fiskal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik Qtublic service

delivery) kepada masyarakat lokal. Sedangkan makna dalam pengertian

desentralisasi fiskal terdiri dalam bentuk pemberian otonomi di bidang

keuangan (sebagian sumber penerimaanJ kepada daerah-daerah

merupakan suatu proses untuk mengintensifikasikan peranan dan

sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Putusan-putusan
atas alokasi barang publik semakin efisien karena pemerintah daerah

mempunyai informasi yang baik tentang masyarakatnya.

Menurut Saragih [2003 : 830) bahwa:

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran

dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang

lebih rendah untuk mendukung fungsi suatu tugas pemerintahan dari
pelayanan publik, artinya daerah-daerah harus mampu bertindak
lokal namun berwawasan nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah mencoba

merumuskan pola pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dengan

pengertian fiskal meliputi dua aspek yaitu:

" Pertama, berhubungan dengan program pemerintah untuk
pengeluaran belanja pemerintah dalam hal pembelian barang
dan jasa serta pengeluaran untuk pembayaran transfer. Kedua,
penerimaan dari lumlah dan bentuk tarif paiak."

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah,

dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan daerah lebih memiliki
kepastian penyediaan sumber-sumber penerimaan bagi daerah otonom.

Bersamaan dengan itu, daerah otonom juga lebih memiliki keluasan

dalam pengelolaan keuangan daerah, antara Iain karena DAU merupakan
block grant. Namun demikian, iuga muncul persoalan ketepatan daerah

otonom dalam mengelola keuangannya berkaitan dengan belanja publik.

Desentralisasi yang dimaksud yaitu desentralisasi fiskal adalah semua

kewenangan, hah dan tanggung iawab terhadap urusan mengelola

keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk
membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah seperti
penyediaan fasilitas dan pelayanan umum di daerah secara efisien dan

efektif.
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Desentralisasi yang dimaksud dalarn penelitian ini adalah
desentrafisasi dalam arti sempit, a tatr d evol u tio n, dimana daerah diberikan
kewenangan untuk menyeleggarakan tugas dalam bentuk desentralisasi
fiskal yang dulunya tersentralisasi menjadi kewenangan daerah untuk
mengelola secara administratif baik penerimaan keuangannya maupun
penggunaannya.

Sesuai pendapat Elmi (2002 : 26) di mana desentralisasi fiskal dapat
diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang
sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya
diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Disebut dalam pasal 155,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut.

1. Penyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan
daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

2. Penyelelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban
anggaran pendapatan dan belanja negara;

3. Adminrstrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud ayat [1J dilakukan secara terpisah dari
administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud ayat (2).

Menurut Vrto Tanzi (1996 : 7), membatasi desentralisasi sebagai
devolusi tanggung jawab dan kewenangan fiskal dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan Robert Ebel [2000 :

1-5J memperjelas batasan yang disampaikan Tanzi bahwa devolusi
tanggung jawab dan kewenangan fiskal tersebut didasarkan pada
empat pilar: (11 Penugasan pengeluaran; [2] penugasan penerimaan;
[3] Transfer antarpemerintah; [4) Utang/piniaman daerah. Salah satu
makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di
bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah
merupakan suatu proses untuk mengintensifkan peranan dan sekaligus
pemberdayaan daerah dalam pembangunan daerah. Artinya, daerah-
daerah harus mampu bertindak Iokal namun berwawasan nasional.

Menurut pengertian Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan
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memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerh.
menurut Saragih (2003 : 83J bahwa:

Keuangan

"Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang
lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan
dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang
pemerintahan yang dilimpahkan."

Keadaan demikian akan tercapai apabila pemerintahan daerah
memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Pengolahan
keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki
integritas dan keiujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi
dapat diminimalkan [Mardiasmo,2OO2 : 30).

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mencakup
pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan
memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Menurut Diaenuri [2000 : 14) kebijakan desentralisasi fiskal yaitu:

"(l) centrolization offiscal power, di mana pemerintah pusat sangat
dominan dalam menentukan atau mengambil putusan berkenaan
dengan pengeluaran, pendapatan, pinjaman dan pengelolaan asset
daerah. (2) decentralization of liscal power, di mana pemerintah
pusat dalam hal ini melimpahkan kewenangan yang lebih besar
kepada daerah untuk membuat kebiiakan dalam pengelolaan
keuangan daerah berkenaan dengan pengeluaran, pendapatan,
pinjaman dan pengelolaan aset (manaiemen kekayaan daerah)."

Menurut Sidik [2002 : 4J, mengemukakan pendapat lain yaitu:

"Desentralisasi fiskal merupak salah satu komponen utama dari
desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya
secara efektil, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan putusan
penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung
sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari
pendapatan asli daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, bagi hasil
paiak dan bukan paja( pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari
pemerintah pusat."
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Dengan demikian, sesuai dengan definisi dan faktor tersebut di atas
bahwa upaya pengembangan implementasi kebiiakan desentralisasi
fiskal di tingkat provinsi seperti yang teriadi di provinsi Sumatera
Selatan sebagai alternatif diimplikasikan dari batasan pendekatan teori
yang diharapkan dapat ditarik simpulan untuk mencapai efektivitas
pemerintahan dan perwujudan hakekat demokrasi masyarakat di daerah.
Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal, tetapi juga
memberikan kontribusi bagi demokrasi dan integrasi nasional fsmith,
1985 : 19-371. ###
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BAB IV
HUBUNGAN K€UANGAN PU5AT

DAN DACRAH

Secara teoretis, dalam konteks negara kesatuan dikenal ada dua cara
dalam menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi
dan desentralisasi. Dalam cara pertama, sentralisasidi mana segala urusan,
tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada
dalam genggaman pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan
secara dekonsentrasi. Cara kedua, lawannya adalah desentralisasi di
nl:lna semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan
diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Dasar hukum hubungan pemerintah pusat dan daerah secara
konstitusional diatur dalam pasal 1BA Ayat (Z) perubahan kedua UUD
1945, menyatakan:

"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang."

Oleh karena perubahan kedua UUD 1945 ini dilakukan pada Sidang
Tahunan MPR, 7 - 18 Agustus 2000, maka Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dibuat belum
berdasarkan Pasal 1BA Ayat (2) perubahan kedua UUD 1945 tersebut.
Keberlakuan kedua undang-undang ini setelah perubahan kedua UUD
1945 adalah berdasarkan Pasal 1 Aturan peralihan perubahan Keempat
UUD 1945 yang menyatakan: "segala peraturan perundang-undangan
yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini."

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur dua faktor
hubungan keuangan, yakni hubungan keuangan antara pusat dan daerah
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dan hubungan antarpemerintah daerah. Hubungan keuangan antara
pusat dan daerah terdin atas tiga cara:

Pertama, pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyeleng-
garakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerin-
tahan daerah; Kedua, pengalokasian dana perimbangan kepada
pemerintah daerah; Ketiga, pemberian pinjaman dan atau hibah
kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah secara konstitusional
diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Namun, jika kita kaitkan dengan
konsep sentralisasi dan desentralisasi, dalam suatu sistem pemerintahan
yang bertingkat seringkali muncul pembagian kewenangan yang
bersifat paradoks, misalnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk
memahami perbandingan antara sistem pemerintahan sentralistis
dengan desentralistis dapat disimak dalam tabel 2.1.

TABEL 3

Perbandingan Sistem Pemerintahan Sentralistis dan Desentralistis

Sentralistis DESentralistis

Sebagian besar kebijakan
ditentukan oleh pusat,
kewenangan daerah terbatas;

Anggaran, mayoritas sumber
penerimaan dan alokasi
pengeluaran dikuasai pusat.

Keleluasan daerah dalam
menggunakan transfer da ri
pusat terbatas (specific/
conditional grant)

Alasan:

skala ekonomis, efisiensi,

faham sosialis.

Ada kewenangan yang luas
bagi daerah.

Anggaran, ada keseimbangan
fiskal pusat-daerah.

Ada keleluasan daerah dalam
memanfaatkan transfer dari
pusat {block unconditional
grants)

Alasan :

efisiensi, akuntabilitas,

m a n ag e a bility, otonomi.

Sumber: Hyman (1999 : 633); Shah (1994b : 6); Bird & Vaillancourt (2000 : 30).
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Menurut Davey (1988 :179) bahwa:

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut
pembagian tanggung iawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber
penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan
itu.

Tujuan utama dari hubungan antara pusat dan daerah menurut Davey
di atas adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian. Di
samping itu agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah
dapat sesuai. Berkaitan dengan pendapat Davey di atas, maka intisari dari
hubungan Pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian kekuasaan.
Unsur yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan yang berkaitan
dengan hubungan tersebut adalah mengenai hak mengambil putusan
mengenaianggaran pemerintah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana
memperoleh dan membelanjakannya. Dengan alasan itulah, maka Davey
(1988: 179) berpendapat bahwa hubungan keuangan antara pusat
dan daerah mencerminkan tujuan politik yang mendasar sekali, karena
perannya dalam menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan pemda
dalam suatu sistem pemerintahan.

Hubungan tersebut menurut Davey (1988 : 179), harus serasi
{harmonisJ dengan peranan yang dimainkan Pemda bersangkutan.
Hal yang penting guna menentukan kekuatan bobot keuangan Pemda
menurut Davey (1988 : 254J adalah perpaduan antara alokasi tanggung
jawab dengan sumber-sumber dana di setiap tingkat pemerintahan
daerah. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pusat dan daerah
tidak terlepas dari empat tutuan:

Pertamo, suatu pembagian kekuasaan yang rasional di antara
berbagai tingkat pemerintahan dalam memungutdan membelaniakan
sumber dana pemerintah, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan
pola umum desentralisasi; Kedua, suatu bagian yang memadai
dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai
pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan
yang diselenggarakan oleh Pemda; Ketiga, pembagian yang adil
antara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-
kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan ke arah
itrt; Keempat, suatu upaya perpaiakan (tax effort) dalam memungut
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pajak dan retribusi oleh Pemda yang sesuai dengan pembagian yang
adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam
masyarakat.

Kedudukan provinsi terhadap pemerintah pusat bersifat subordinatif.
Daerah otonom adalah ciptaan pemerintah dan dapat dihapus oleh
pemerintah (local government is creature of central governmenf-l. Namun,
dilihat dari konsep hubungan kewenangan baik pemerintah pusat dan
provinsi merupakan hubungan yang bersifat resiprokal ftidak bersifat
satu arahJ dari atas ke bawah (downward) dan sebaliknya dari bawah ke
atas (upward). Untuk itu diperlukan kesamaaan pemahaman antarjajaran
pemerintahan pusat dan daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut
harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang
berasal dari pendapatan asli daerah [PAD), dana perimbangan, pinjaman
daerah maupun lainlain penerimaan yang sah. PAD adalah peneriman
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka
diatur sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Susetyo [1992 : 5] hubungan fiskal antara pemerintah
pusat dan daerah tercermin dalam perimbangan keuangan berupa
sumbangan dan bantuan khusus fgrranf transfer). Transfer ini bisa
dalam bentuk bantuan khusus (specific grant) dan bantuan umum (block
grantl sekaligus bertujuan untuk memacu peningkatan kemampuan
daerah dalam menggali potensi sumber keuangan daerah. Potensi
sumber keuangan daerah yang menjadi wewenangnya masih sangat
kecil dibanding bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Fenomena
ini mendorong timbulnya paradoks pengelolaan keuangan daerah yang
sebenarnya berasal dari daerah, akan tetapi sebagian besar tersedot ke
pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan
untuk memungut paiak/retribusi (fax assisgnment), pemberian bagi
hasil penerimaan (revenue sharing), dan bantuan keuangan lgrant) atau
dikenal sebagai dana perimbangan. Di samping itu sistem perimbangan
keuangan yang baik akan dapat dipakai sebagai instrumen untuk
mengoreksi ketimpangan fiskal antardaerah, sehingga kemakmuran
masyarakat secara relatif dapat dicapai pada waktu yang bersamaan.
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Hubungan keuangan antara pusat dan daerah tidak terlepas dari
arah dan kebijakan publik dalam penyelenggaran pemerintahan secara

nasional. Artinya, hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus
ditelaah dari proses berjalannya roda pemerintahan pusat maupun
daerah. Oleh sebab itu, kebijakan mengenai perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah harus menyentuh dua kepentingan sekaligus,
yakni kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Kepentingan pusat
menyangkut NKRI, sedangkan kepentingan daerah menyangkut
kemandirian daerah dalam pelaksanaan ekonomi.

Untuk mengeliminir terjadinya konflik kepentingan berkaitan
dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus ditempuh
kebijakan yang sekaligus dapat diterima oleh pusat maupun daerah itu
sendiri. Oleh sebab itu, dalam mengambil putusan mengenai kebiiakan
hubungan keuangan antara pusat dan daerah, maka pemerintah harus
seialu mengikutscrtakan semua daerah dalam proses pengambilan
putusan mengenai kebitakan tersebut.

Kata kuncinya adalah, pemerintah harus memperhatikan segala

masukan dari masyarakat terutama daerah dalam sctiap pengambilan
putusan yang dimaksud. Dengan demikian, maka putusan yang timbul
dari setiap proses pengambilan putusan mengenai hubungan keuangan

antara pusat dan daerah, merupakan putusan bersama yang harus
dihormati oleh setiap lcvel pemerintahan.

Seperti yang telah dijelaskan, hubungan keuangan antara pusat
dan daerah mempunyai persoalan yang kompleks. Persoalan tersebut
disebabkan adanya keterbatasan (scarcity) sumber dana pada

masing-masing pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa pada

level pemerintahan daerah terdapat keterbatasan mengenai potensi
pendapatan daerah pada hampir semua pemerintahan daerah yang ada.

Oleh sebab itu, kebijakan mengenai hubungan keuangan antara pusat dan

daerah yang selama ini berlangsung, khususnya mengenai perimbangan
keuangan hampir selalu tidak memuaskan bagi daerah-daerah yang kaya.

Persoalan-persoalan mengenai hubungan keuangan antara pusat

dan daerah, terutama menyangkut perimbangan keuangan yang selama

ini berlangsung dapat disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, perekonomian Indonesia yang masih dalam transisi dari
krisis ekonomi ke tahap pemulihan (economic recovery). Kedua,
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arah kebiiakan fiskal atau anggaran daerah yang dijalankan. Ketiga,
pembagian kekuasaan atau wewenang pemerintahan terutama
menyangkut pelayanan publik (publfc services) antara semua level
pemerintahan [Saragih, 2003 : 1I7).
Pola hubungan yang tercipta dalam rangka mendukung terciptanya

kepemerintahan yang baik sehingga mendorong kemaiuan daerah,
apabila kesenjangan fiskal vertikal dapat diminimalisasi dalam jangka
panjang, maka konflik kepentingan antara pusat dan daerah dapat
dikurangi. Dengan demikian, kemandirian daerah dapat terwujud melalui
desentralisasi fiskal secara normal dan tanpa gejolak apapun yang dapat
merugikan masyarakat.

Untukmewujudkankemandiriandaerahdalampelaksanaanotonomi,
ada baiknya rekomendasi kebiiakan otonomi daerah berdasarkan Tap
MPR Nomor lV /MPR/2000, sebagai berikut.

1. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-
masing daerah menyusun rencana induk pelaksanaan otonoml
daerahnya, dengan mempertimbangkan antara lain tahap-
tahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan
prasarana, serta sistem manajemen anggaran dan manajemen
publik;

2. Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan
keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk
mendapatkan bagian dari keuntungan badan usaha milik negara
IBUMN) yang ada di daerah bersangkutan dan bagian dari palak
penghasilan perusahaan yang beroperasi;

3. Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, perimbangan
keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan
dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang ketersediaan
sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan
perhatian khusus;

4. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk
tim koordinasi antarinstansi pada masing-masing daerah untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga
pemerintah maupun non pemerintah guna memperlancar
penyelenggaraan otonomi daerah dengan program yang jelas.

Perbedaan antardaerah baik dari segi ekonomi, geografi, demografi,
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, luas wilayah,
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perbedaan budaya dan sebagainya, merupakan suatu hal yang tidak
terhindarkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan ini dapat
dikemas menjadi suatu harmoni apabila dikelola dengan baik. Perbedaan
ini iuga dapat memunculkan hal-hal yang tidak diingini dan cenderung
bersifat negatif.

Egoisme kedaerahan yang berlebihan akan muncul yang disebabkan
oleh dua hal. Pertama, masyarakat lokal belum sepenuhnya memahami
arti dari desentralisasi. Kedua, semakin melebarnya iurang keseniangan
ekonomi antardaerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan untuk memperkecil
keseniangan ekonomi antardaerah melalui berbagai kebilakan. Salah satu
konsep kebiiakan tersebut adalah DAU yang dimaksudkan sebagai fungsi
pemerataan fi skal antardaerah.

Menurut Saragih (2003: 119J cara lain yang harus dilakukan adalah:

Mengkaji ulang kebijakan perpaiakan daerah. Cara ini sangat
penting bagi seluruh daerah untuk mempercepat pembangunan
pada masing-masing daerah. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah
mengembangkan kreativitas masyarakat lokal untuk memalcrai
otonomi guna kepentingan perekonomian daerah.

Namun demikian, terdapat faktor yang dapat memengaruhi
keberhasilan masfarakat lokal dalam meningkatkan keseiahteraan
ekonominya, yakni sumber daya manusia. OIeh sebab itu, faktor sumber
daya manusia perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikembangkan
guna menggerakkan roda perekonomian di daerah. Salah satu cara yang
dapat ditempuh adalah dengan memfokuskan sektor ekonomi yang
potensial yang mudah dikembangkan dengan melibatkan secara penuh
partisipasi masyarakat setempat.

Tujuan dari sistem perimbangan keuangan pusatdan daerah menurut
Djaenuri {2000 : B-9) adalah :

"(1J Distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat
pemerintahan dalam pemungutan dan pengeluaran sumber dana
pemerintahan, meniamin penyerahan kewenangan atas sumber
daya keuangan, konsisten dengan pelimpahan Anggung jawab pada
umumny:r, meniamin pertanggungjawaban kepada masyaraka! (2)
Sistem tersebut menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber
daya masyarakat secara keseluruhan bagi fungsi-fungsi pemerintahan
pelayanan rutin dan pembangunan yang diselenggarakan Pemda.
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(3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan
pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah-daerah.
Pajak dan retribusi yang dikenal oleh Pemda harus sejalan dengan
distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakat."

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Davey (1988 : 15)
mengemukakan kerangka hubungan keuangan pusat dan regional adalah
sebagai berikut.

1. Sistem tersebut seharusnya memberikan suatu distribusi
kekuasaan yang regional di antara berbagai tingkat pemerintahan
mengenai pemungutan dan pengeluaran sumber daya
pemerintahan fp ub lic re s ource s) ;

Z. Sistem tersebut seharusnya menyaiikan suatu bagian yang
memadai dari sumber-sumber daya masyarakat secara
keseluruhan, bagi fungsi-fungsi pemerintahan-pelayanan rutin
dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan
regional;

3. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan
pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah-daerah.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
otonom dapat dilihat baik dari aspek penerimaan anggaran, maupun
pengeluaran anggaran. Jumlah penerimaan anggaran dalam daerah
otonom ditentukan oleh beberapa kombinasi, antara lain kapasitas
fiskal [fscal capacifz_J, usaha perpaiakan (tax effort), dan seberapa besar
transfer pendanaan sebagai anggaran tambahan.

Menurut Sarundaiang (1999 : 86J, hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah antara lain:

1. Pendekatan kapitalisasi [permodalan], dalam pendekatan
ini pemerintah daerah memperoleh modal permulaan yang
diharapkan untuk diinvestasikan menurut cara-cara yang dapat
menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin;

2. Pendekatan pendapatan, berbeda dengan pendekatan perta-
ma yang memberikan bantuan awal kepada pemerintah
daerah berupa modal awal, maka pendekatan kedua ini lebih
mengandalkan perhatian pada pemerintah daerah dengan
memberikan seiumlah sumber pendapatan yang dipandang
potensial di masing-masing daerah;
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3. Pendekatan pengeluararl dengan pendekatan ini maka peme-

rintah pusat memberikan seiumlah dana pinjaman, bantuan
(sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah

daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu;

4. Pendekatan komprehensif, pendekatan ini berusaha mengga-

bungkan sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya'

Menurut pendekatan ini, sumber-sumber pendapatan diberikan
(baik pendapatan asli daerah maupun bagian dari perpajakan nasionaal),

dan tanggung jawab juga diberikan kepada pemerintah daerah dengan

mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.

Peranan pemerintah dalam hubungan keuangan pusat dan daerah

menurut pandangan Devas, ea ol. (1989 : 179-180J, adalah '

1. Peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan

identitas masyarakat setempat. Peralatan keuangan yang dapat

mendukung peranan pemerintah daerah mencakup:

a. Pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk menghimpun sendiri
paiak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan untuk
menentukan sendiri tarif Pajak;

b. Bagi hasil penerimaan, palak antara pemerintah pusat dan

daerah.

c. Bantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian dari
pemerintah pusat atas penggunaannya.

2. Pemerintah daerah pada dasarnya adalah lembaga untuk menye-

lenggarakan layanan{ayanan tertentu untuk daerah, dan sebagai

alat yang tepat untuk menebus biaya memberikan layanan yang

semata-mata bermanfaat untuk daerah. Peralatan keuangan yang

tepat adalah peralatan yang tidak menuntut wewenang tersendiri
bagi pemerintah daerah. Peralatan semacam ini mencakup:

b.

c.

Wewenang untuk mengenakan pajak atau pungutan tetapi tanpa
hak untuk menentukan tarif pajak atau pungutan;

Bantuan untuk layanan atau program tertentu;

Bantuan untuk menyamakan iumlah atau mengimbangi keku-

rangan, berdasarkan perkiraan yang dibuat di pusat bukan
perkiraan kebutuhan setempat, dan berkaitan dengan pengen-

dalian anggaranl'
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2.

Djaenuri (2000 : 11) mengemukakan tiga model hubungan keuangan
pusat dan daerah yaitu:

By percentage, di mana distribusi penerimaan ke daerah didasarkan
pada persentase tertentu, seperti ditetapkan pada paiak bumi
dan bangunan (PBB), royaltiflicense fee di bidang kehutanan dan
pertambangan, diberikan sebagian hasilnya kepada daerah dengan
berdasarkan persentase tertenru;
By origin, di mana distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada/
menurut asal sumber penerimaan;

By foremula, di mana distribusi penerimaan kepada daerah
didasarkan pada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan
faktor tertentu. Misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, panjang
jalan yang harus dipelihara daerah. Contoh formula sebagai berikut.
a.

b.

30% dari dana tersebut dibagi menurut iumlah penduduk;

2oo/o dlbagi menurut PDRB per kepala, di mana daerah dengan
pendapatan per kepala di atas rata-rata mendapat bantuan
alokasi ini:

1.0% dibagi menurut rasio antara PAD dengan pengeluaran yang
dibiayai dari dana APBD.

d. 20o/o dialokasikan berdasarkan indeks biaya hidup masing-
masing daerah. Biaya hidup atas rata-rata mendapat bantuan
alokasi ini.

Hubungan fiskal antarpemerintah provinsi dengan pemerintah
lokal merupakan hubungan yang kompleks. Biasanya pemerintah
provinsi menggunakan berbagai instrumen fiskal dalam mengatur
hubungan tersebut. Beberapa instrumen fiskal yang biasa digunakan
adalah pengaturan melalui paiak lokal, pembagian pajak ffox sharing),
bantuan khusus, dan transfer horizontal antarpemerintah lokal sebagai
suatu instrumen pemerataan, Pengalokasian dana dari pemerintah
pusat dalam pandangan mikro adalah untuk mengimbangi kekurangan
keuangan daerah, namun dalam pandangan makro adalah untuk memacu
kegiatan sosial ekonomi rakyat, merangsang kemauan daerah dalam
mendayagunakan potensi sumber daya, memperkuat keuangan daerah,
serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pemerintah pusatmemberikan
seiumlah sumber pendapatan bagi daerah yang dipandang potensial di
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masing- masingdaerah untukmengelolah seiumlah urusan pemerintahan'

Kendala yang dapat muncul dari pelaksanaan pendekatan pendapatan ini

adalah adanya perbedaan (disparitasJ potensi sumber daya (ekonomiJ di

masing-masing daerah. Sedangkan pendekatan berdasarkan pengeluaran

menegaskan tlahwa pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan

(sumbanganJ atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah daerah untuk

membiayai pengeluaran tertentu' Pendekatan ini memungkinkan adanya

suatu mekanisme agar sejumlah uang cukup tersedia bagi pemerintah

daerah [baik dari pusat atau daerah) untuk memberikan pelayanan

sesuai target nasional.

Dalam pendekatan komprehensii sumber pendapatan, baik

pendapatan asli daerah maupun bagian dari sumber pendapatan

nasional seperti paiak, diberikan kepada pemerintah daerah sebanding

dengan tanggung iawab dan wewenang yang diberikan dan yang perlu

diperhatikan dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah'

Hal yang paling utama adalah, pemerataan transfer dapat digunakan

untuk merangsang implemetasi perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan daerah diharapkan dapat menjembatani pemenuhan

kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik

implementasi dalam peraturan pelaksanaannya maupun realisasi dari

dana yang di daerah. ###
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BAB V
KONS€P K€UANGAN DACRAH

Keuangan daerah adalah alat fiskal pemerintah daerah, yang

merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan
sumber-sumber ekonomi, memeratakan hasil pembangunan, dan
menciptakan stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah makin
penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah

berupa subsidi dan sumbangan tetapi oleh makin kompleksnya masalah
yang dihadapi daerah. Menurut Redio (1998 : B1J, perencanaan di bidang
peningkatan keuangan daerah diterjemahkan sebagai upaya-upaya

ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah sediri (PADSJ,

dengan berpedoman pada pengembangan dan penggalian sumber-
sumber pendapatan. Lebih laniut dikemukakan bahwa pendapatan asli
daerah itu, bersumber pada lima unit sumber pendapatan, yaitu paiak

daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-
dinas, serta penerimaan lainlaian. Oleh karena itu, menurut Nazara
(1997 : 17) pemerintah daerah menurunkan lima kebijakan pokok di
bidang keuangan yaitu:

1. Kebijakan meningkatkan pendapatan asli daerah; sumber pajak
retribusi, penerimaan hasil palak dan bukan paiak subsidi, dan

bantuan BUMD.

2. Kebijakan pengeluaran Pemda diarahkan untuk meningkatkan
perekonomian rakyat memperluas lapangan kerja, mendorong
usaha pemerataan sektor swasta, produktivitas, komoditi ekspor
dan pariwisata.

3. Kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk
manajemen, struktu6 dan perencanaan.

4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian
pembangunan.

5, Kebijakan untuk mendorong ikut serta swasta dalam pelayanan

masvarakat di daerah.
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Untuk menlalankan itu, kebijakan pemerintah daerah mengacu pada

dua hal yaitu:

1. Memperhatikan garis kebiiakan pemerintah pusat, konsekuensi

logis dari peranan pemerintah daerah sebagai kepaniangan

tangan pemerintah pusat, dan merupakan wakil pemerintah

pusat di daerahnya sehingga pemerintah daerah harus tunduk

dan patuh serta taat kePada Pusat.

2. Pemerintah daerah harus memperhatikan aspirasi tersebut

dan harus pula diperhatikan karena satu fungsi pemerintah

daerah adalah sebagai pemerintah yang mernpunyai kekuasaan

untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks ini,
pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengenal daerah

yang bersangkutan. Pemerintah daerah menjadi paling mengerti

keinginan penduduknya, sumber daya alam, apa yang ada dan

tersedia, dan apa yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya agar memperoleh target pendapatan asli

daerah yang lebih dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu

mempertimbangkan berbagai faktor.

Keuangan daerah adalah segala hak dan atau kekayaan daerah yang

dapat dinilai dengan uang. Demikian iuga segala sesuatu yang dapat

dijadikan milik daerah atau meniadi beban daerah yang berhubungan

dengan hak tersebut. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai

sumber/jenis, namun demikian secara garis besarnya dapat

dikelompokkan ke dalam tuiuh sumber peneriman, yaitu:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;

2. Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari: paiak daerah,

retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (BUMDJ, dan

penerimaan lain-lain PendaPatan;

3. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau

instansi yang lebih tinggi: bagi hasil paja( bagi hasil bukan paiak,

subsidi daerah otonomi, bantuan pembangunan, penerimaan

lainnya;

4. Lain-lain pendaPatan Yang sah;

5. Pinjaman daerah terdiri dari: pinjaman dari pemerintah pusat
piniaman dari lembaga keuangan dalam negeri, piniaman luar
negeri.
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Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah sebagaimana
disebutkan di atas telah mengalami perubahan komposisi sumber-
sumber penerimaannya diatur menurut Bab IV Pasal 5, Undang-Undang
32 Tahun 2004, bahwa sumber-sumber penerimaan / pendapatan daerah
terdiri dari:

L, Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas
pendapatan daerah dan pembiayaan.

2. Pendapatan daerah sebagaimana pada ayat (1J bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;

b. Dana perimbangan; dan

c. Lainlainpendapatan.

3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

b. Penerimaan pinjaman dan;

c. Dana cadangan daerah; dan

d. Hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perubahan struktur/komposisi sumber pendapatan sebagaimana
dimaksudkan di atas diharapkan dapat memacu peningkatan
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah
tangganya, sesuai dengan semangat otonomi yang digulirkan pemerintah
saat ini. Pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan tidak akan
bermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Implementasi pengelolaan
keuangan daerah merupakan usaha untuk mewujudkan rencana ke
dalam realita nyata atau berusaha menimbulkan hasil (autcome) yang
dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (Joko Widodo, 2OOI : !9f).
Implementasi pengelolaan keuangan adalah pelaksanaan proses atau
tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang telah ditatapkan [Daniel
4.,1987 :4).

Pengelolaan keuangan (financial management) dalam organisasi
pemerintahan menurut Roses (1999 : 167J mencakup aktivitas
yang berkaitan dengan planning, budget setting, activiet of budget
implementation, budget monitoring and control, and review,

Roses (1999 : t67 - t7l) mengungkapkan indikator untuk masing-
msing faktor pengelolaan keuangan sebagai berikut.
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(1) Perencanaan Q anning) mencakup indikator: penetapan tuiuan yang
jelas (seffing clear objectives), dan penetapan target kinerja (setting
pefformance targeE)i

(2) Penyusunan anggamn (budget setting) mencakup indikator:
a) Persetujuan kebijakan anggaran (agreeing budget policies);
b) Persetujuan pembagian pusat-pusat anggaran utama dan
pertanggungjawabannya. ###
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BAB VI
IMPL€M€NTAsI K€BIJAKAN
D€S€ NTRALISAS I FI 5 I(AL

Dalam studi implementasi kebijakan publikyang lebih realitas, Abidin
(2004 :197-197J lebih mengapresiasikan dukungin keberadaan faktor
internal dan eksternal kebijakan proses implementasi kebijakan dengan
pemikiran teoretis sebagai berikut.
1. Bahwa proses implementasi kebijakan ditentukan oleh dukungan

dua fakto4 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan
faktor eksternal adalah meliputi kondisi lingkung"n dun dukungan
masyarakat.

2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:
(L) Subtansi kebijakan, bahwa suatu kebijakan dianggap berkualitas

mampu dilaksanakan, jika memiliki substansi:
a) Tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang

dipakai untuk membuat kebijakan itu dapat dikatakan
baik, jika: [1) Rasional, artinya tuiuan dapat dipahami atau
diterima oleh akal sehat; (2J Diinginkan (desirable), artinya
tujuan kebiiakan itu memenuhi kepentingan orang banyik
atau dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

b) Asumsi, bahwa asumsiyangdipakai dalam proses perumusan
kebijakan itu realistis atau tidak mengada_ada.

c) Informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap
dan benar atau tidak kadaluarsa (out of date). Xebi;-kan
yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah
tidak tepat.

(2) Sumber daya, yaitu meliputi:
a) Sumber daya aparatuq, yaitu dukungan aparat pelaksana

kebijakan;
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b) Anggaran, yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan;
c) Sarana, yaitu dukunganperalatan bagi pelaksanaan kebijakan.

3. Dukungan faktor eksternal kebijakan secara elaboratif meliputi:
(1) Kondisi lingkungan kebijakan, yaitu menyangkut kondisi sosial

politik dan ekonomi.

{2J Dukungan masyarakat, yaitu dukungan masyarakat sebagai
sasaran (ob7ek) kebijakan yang diimplementasikan.

Konsep implementasi kebijakan tersebut nampaknya lebih
komprehensif, karena mengemukakan faktor_faktor signifikan yang
menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor
internal kebijakan yang menyangkut aspek kualitatif fsubstantifl dan
aspek manajerial suatu kebijakan serta faktor eksternai kebijakan yang
menyangkut realitas dampak kondisi sosial, ekonomi, dan politik ierta
penguatan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai
stakeholders utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi Fiskal
(sasaran kebijakan desentralisasi fiskalJ. Sedangkan Implementasi
kebijakan menurut fones bertumpu pada berfungsinya Organisasi,
interprestasi yang tepat terhadap kebijakan, dan aplikasi yang konsisten
dalam rangka mencapai tujuan. pendapat Jones teisebut sejalan dengan
pendapat para ahli antara lain Bardach [1991 : 3J, Mazmanian dan
Sabatier (1983 : 61), serta Meter dan Van Horn (1975jyang pada intinya
menekankan bahwa implementasi kebiiakan menyangkut tiga hal, yaiiu:1l adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2J adanya aktivitas atau
kegiatan pencapaian tuiuan; dan 3) adanya hasil kegiaian.

Sesuai dengan landasan teori di atas, maka untuk menjawab
pertan)raan penelitian berkaitan dengan desentralisasi fiskal danat
diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan
yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan
pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan
terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber_rumber
penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah
akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, petayanan publik dan
menin€katkan investasi yang produktif fcapita I inves?nent). Oleh karena
itu, salah satu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian
otonomi dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk
mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fi sial sustainobility)

Implementasi KebiiakanDesentralisasil 43



dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat,
maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akanmenciptakan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang sepadan dengan
besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah otonom.

Menurut Saefullah (2007 : 4l) perspektif manaiemen sumber daya

manusia dalam era desentralisasi menyatakan: Kebiiakan publik adalah
kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah yang harus
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan
oleh maslhg-masing lembaga bergantung pada kedudukan lembaga
yang bersangkutan. Lembaga ekonomi harus memberikan pelayanan
ekonomi yang diperlukan. Dalam pengertian lain, kebiiakan publik harus
berorientasi pada kepentingan publi( baik yang berupa kepentingan
ekonomi maupun kepentingan sosial,

Desentralisasi fiskal iuga merupakan salah satu pilar dalam
memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya
transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian
masyaraltat di daerah, agar manfaatyang dihasilkan dapat dinikmati oleh
ralryat di daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah
secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat
dengan cara sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan
asli daerah seperti pajak, retribusi, dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerahJ pada prinsipnya
merupakan suatu siklus kegiatan yang meliputi perencanaan
(penyusunan rencana pembangunan jangka panjang menengah, dan
pendek), penganggaran (penyusunan dan pengesahan APBN/APBD),
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD (budget execution
and accountabilicl1, dan pemeriksaan laporan keuangan audif [Republik
Indonesia, 2005; IV- 85 - 88).

Penyelenggaraan keuangan negara diatur dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berkaitan
dengan pemerintahan daerah undang-undang ini mengatur antara
lain : (a) penyusuttan dan penetapan APBN; (b) hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta
pemerintah/ lembaga asing; (cJ pelaksanaan APBD; (dJ ketentuan pidana,
sanksi administratif, dan ganti rugi.
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APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai instrumen kebijakan
ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka
mencapai tuiuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali
tuiuan dan fungsi anggaran tersebut, belanja daerah dirinci sampai
dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belania.

Dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publill
telah dilakukan reformasi penganggaran daerah merupakan bagian yang
sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal di Indonesia di samping reformasi akuntansi keuangan,
pembenahan akuntansi keuangan daerah, dan manajemen keuangan
daerah. Dilakukannya reformasi ini dalam rangka memenuhi tuntutan
dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah
atas pengelolaan keuangan publik yang selama era sebelumnya tidak
mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Bahkan dalam beberapa
hal terjadi penyimpangan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya
sehingga muncul adalah fenomena sentralisasi kekuasaan dan berbagai
kebocoran dalam mengelola keuangan daerah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang
Nomor33 tahun 2004telahmelahirkanparadigmabarudalam pengelolaan
keuangan dan anggaran daerah. Paradigma baru yang lahir dari kedua
undang-undang tersebut antara lain mensyaratkan dilakukannya
pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang berorientasi pada
kepentingan pub\k Qt ublic ori ented). Konsekuensinya pemerintah daerah
dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan
informasi keuangan tersebut secara transparan dan akuntabel kepada
publik. Dengan bahasa sederhana, masyarakat dapat dengan mudah
memperoleh informasi, misalnya mengenai laporan keuangan dengan
biaya yang murah, mudah, dan kualitas yang baik (reliable). Pada masa
lalu ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku, banyak kritik
yang muncul antara lain pemerintah pusat dinilai terlalu dominan
terhadap daerah dalam segala aspek (sentralisasi). Pola pendekatan yang
sentralistis dan seragam yang dikembangkan pemerintah pusat secara
sistematis telah mematikan inisiatif dan kreativitas, karena pemerintah
daerah kurang diberi keleluasaan (local discreaaonJ untuk menentukan
kebijakan daerahnya sendiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan
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dan anggaran daerahnya. Pemberian otonomi ternyata tidak disertai

dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya

manusia yang profesional, dan pembiayaan yang cukup adil. Akibatnya

yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, akan tetapi justru

ketergantungan daerah yang kronis dan takut terhadap pemerintah
pusat.

Implikasi yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya kedua

Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 adalah mendesak

dilakukannya reformasi sektor publikdan diterapkannya paradigma baru,

misalnya dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Reformasi

yang sifatnya kelembagaan iuga diintrodusir oleh kedua undang-

undang tersebut. Kedudukan DPRD yang sejajar dengan kepala daerah

merupakan reformasi kelembagaan yang sangat mendasar dibandingkan

sebelumnya ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih berlaku,

di mana kedudukan DPRD seperti tersubordinasi oleh kepala daerah.

Sekarang ini DPRD adalah mitra kepala daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, proses

mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tidak
diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk
APBD provinsi dan pengesahan gubernur untuk APBD kabupaten/kota,

melainkan cukup pengesahari dari DPRD melalui peraturan daerah. Hal ini
menuniukkan betapa kuat dan strategisnya kedudukan DPRD di hadapan

kepala daerah. Kepala daerah dituntut untuk memperhatikan aspirasi

anggota dewan, yang notabene secara yuridis adalah wakil masyarakat

daerah dalam menyalurkan kepentingan dan aspirasinya. Hal lain yang

menarik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibandingkan

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah pemisahan yang

jelas antara fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Dengan terpisahnya

kedua fungsi tersebut maka pihak eksekutif (pemerintah daerahl lebih

berperan sebagai pihakyang mengaiukan anggaran, dan legislatif (DPRDJ

lebih berfungsi sebagai pihak yang menyetujui atau menolak (walau juga

dapat menentukan) anggaran yang dialukan pihak eksekutif.

Menurut Mardiasmo (2002 : 131 - 132), perbedaan pengelolaan

keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
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dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah terdiri dari
masalah pembiayaan dan anggaran daerah. Pembiayaan keuangan daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 didukung oleh PAD

yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan sumbangan dan
bantuan pemerintah pusat yang merupakan sebagian besar dari total
APBD. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur
tentang pembiayaan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan
DPRD dalam pelaksanaan asas desentralisasi yang dibiayai oleh APBD
dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu:

1. Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJMl.

Pendekatan ini dikenal juga dengan medium term expenditure

fromework WfE\, di mana dituntut untuk menyusun rencana
anggaran untuk dua tahun berturut-turut, yaitu tahun anggaran
yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

2. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting)

Pendekatan ini memaksa instansi pemerintah untuk memandang
perencanaan dan penganggaran secara utuh agar dapat
menjalankannya. Pendekatan ini menyatukan penyusunan
anggaran baik untuk yang sifatnya mengikat (dulu yang dikenal
dengan istilah anggaran rutinJ maupun anggaran yang tidak
mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran pembangunanJ
yang sebelumnya dilakukan secara terpisah fungsinya secara
baik dan benar.

3. Penganggaran Berbasis Kinerla (Performance Based Budgeting)

Pendekatan ini menyatakan bahwa besarnya alokasi anggaran
didasarkan atas target prestasi keria yang diusulkan oleh
instansi pengusul. Ukuran kinerla untuk program adalah manfaat
(outcame), sedangkan kegiatan adalah keluaran (output).

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari, PAD, dana perimbangan,
piniaman daerah dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Dari sisi
anggaran (budgeting reform), juga terjadi pergeseran yang cukup
mendasar. Aspek utama budgeting reform yang terjadi akibat terbitnya
Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 adalah perubahan
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dari traditional budget ke performance budget' Secara teoretis konsep

taditional budget merupakan metode penyusunan anggaran yang hanya

mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya'

Konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru'

Akibat kebutuian riil dan kepentingan masyarakat seringkali terabaikan

atau bertentangan secara diamental, Dengan alasan seperti itu meniadikan

APBD terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi

kepentingan atasan atau elite politik tertentu (vested interest)'

Proses perencanaan APBD menekankan pentingnya pendekatan

bottam up planning yaitu kepentingan masyarakat daerah' meskipun

harus tetap'mengaiu-pada arahan kebiiakan pembangunan pemerintah

pusat. Sebagaimana yang dinyatakan Mardiasmo (20.O2 : 2A' 39'

fZfl U"trvr-anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan'

yaitu anggaran--merupak"n alat terpenting bagi pemerintah untuk

*"ngu."hk"n pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan'

dan 
"meningkatkan kualitas hidup masyarakat' Anggaran diperlukan

karena ada&a kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas'

Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya

(siictty ofrisources.), pilihan (c/r oice),dan trade offs' Anggaran diperlukan

untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap

rakyat. Dilam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan

akuntabilitas oleh lembagalembaga publik yang ada'

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka

pelaksanaan APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang

rn"ng"tu. perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut

hubu-ngan idministratif antara pemerintah negara/lembaga di lingkungan

p"rn".int"h. Dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan

iesentralisasi fiskal berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas'

diperlukan adanya dukungan sistem informasi tuiuan untuk merumuskan

teUilat<an dan pengendalian fiskal nasional, menyaiikan informasi

y"nj dik*lolu aaiam Slxo bersumber dari data yang disampaikan oleh

iaeiah kepada pemerintah pusat. Guna mendorong agar pelaksanaan

SIKD dapat merlalan dengan baih Menteri Keuangan dapat memberikan

sanksi apabila daerah lalai dalam menyampaikan data keuangan daerah

mereka. Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang

bersifat alokatif, yaltu tindakan yang menggunakan masukan sumber

daya yang berupa uang waktu personel, dan alat' Selanjutnya tindakan
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implemetasi kebiiakan dapat pula dibedakan kedalam poliqt inputs dan
poliqt process (Dunn, 1994 :338). Policy inputj berupa masukan sumber
daya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratii
organisasional, yang membentuk transformasi masukan ke dalam hasil_
hasil (oufpurs) dan dampak (rmpacr) kebitakan.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa
fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan
yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebiiakan
publik (politik) dapat diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir) dari
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut
sebagai policy delivery system. Maksudnya, sebagai suatu sistem
penyampaian/penerusan kebiiakan. Sebagai suatu sistem, implementasi
terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju
tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai
desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi,
bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam
rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono,
2003: 12). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab
pemerintah pusat. Namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan
yang lebih efektif dan efisien, sebagian besar wewenang dan tanggung
jawab pemerintah pusattersebut didesentralisasikan kepada pemerintah
daerah, di mana tetap ada sebagian wewenang dan tanggung jawab yang
masih dikendalikan pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan yang
mengatur variabel ekonomi makro.

Otonomi atau desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini
disebabkan karena pengertian otonomi fiskal daerah, menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan lainlain. Sedangkan Oates
(L972 : 120) mengemukakan beberapa alasan yang menjadi dasar
pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Sebuahnegaradenganwilayahyangluastidakmungkinmelakukan
segala sesuatu secara sentralistis. Seperti dikemukakan, hal itu
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dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan antardaerah'

Daerah yang dekat dengan pusa! hal ini bisa dibuktikan secara

historis, akan mendapat perhatian lebih ketimbang daerah yang

lauh dari pusat pembuat kebiiakan.

2. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh oiang

yang tinggal di daerahnya, bukan oleh mereka yang tinggal

di pusat kekuasaan yang sentralistis. Artinya, mereka yang

dekat dengan masyarakat lokal dipastikan lebih mengetahui

masalah dan kebutuhan. Pemerintah lokallah yang memberikan

pelayanan langsung kepada masyarakat. Otoritas pusat hanya

perlu menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan daerah itu dengan

kebutuhan daerah di sekitarnya, terutama, dalam penggunaan

sumber daya yang seringkali bersifat trans-boundary'

3. Sentralisme yang melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan

menimbulkan dorongan pemisahan diri dari negara nasional'

Desentarlisasi fiskal dan otonomi pada umumnya bisa menjadi

kunci penyelesaian masalah politik ini'

4. Analisis manfaat dan biaya (cost and benefits) ' Banyak temuan

analisis manfaat dan biaya mendukung kebijakan desentralisasi

fiskal ini, semakin diserahkan kepada daerah untuk urusan-

urusan tertentu, biayanya bisa ditekan dan manfaat ditingkatkan'

Ulfa (2001 : 35J mengemukakan tiga dasar utama pentingnya alokasi

fungsional fiskal antarjeniang pemerintahan, yakni:

Pertama, karena preferensi atas barang publik bervariasi

antarindividu, desentaralisasi memungkinkan penyesuaian

aktivitas berbagai jenjang pemerintahan ke arah yang lebih

mendekati preferensi masyarakat. Setiap ienjang pemerintahan

dapat melaksanakan penyesuaian-penyesuaiaan aktivitas

yang diperlukan oleh masyarakat dalam lingkungan tersebut'

bengan demikian desentralisasi akan semakin bermanfaat bila

terdapat keanekaragaman tingkat preferensi yang semakin tinggi

antarwilayah-wilayah yang berbeda.

Keduo desentralisasi membuka peluang pengambilan putusan

bersama (collecave decision making.) bertambah efektif' iumlah orang

yang terlibat lebih kecil, pengetahuan tentang cosrs dan benefts akan

lebih besar. Kontrol yang lebih langsung dapat dilaksanakan atas
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perilaku pelayanan pemerintah. I(etig4 peluang untuk pengembangan
dan inovasi lebih besar.

Wilayah pemerintahan yang berbeda-beda akan mencoba
pendekatan pemecahan masalah yang berbeda. Hakekat desentralisasi
adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang mandiri,
yang memberikan keleluasan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik
yang dimiliki oleh individu-indMdu dalam masyarakat daerah. Dengan
demikian sebuah negara nasional memiliki kekayaan cara dalam
penyelesaian satu masalah, adopsi teknik dari satu daerah ke daerah
lain dan ada tekanan persaingan demi mencapai efisiensi yang lebih
baik. Dengan kata lain, desentralisasi memberi peluang persaingan sehat
antardaerah.

Ulfa (2001 : 37), kemudian mempertegas manfaat yang paling
penting dari desentralisasi adalah pemerintah lebih mendekati
masyarakal Pelayanan pemerintah akan lebih baik, akuntabilitas pejabat
lebih dijami4 kesediaan masyarakat untuk memtayar lebitr tinggi
untuk pelayanan-pelayanan yang disediakan dan pembangunan bersifat
"dari bawah". Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan
umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah,
sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah
yang heterogen. Di samping itu melalui kebilakan desentralisasi ini
juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan
bertanggung jawab [good governmentJ, meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan efektivitas dan efesiensi
pemerintahn (Bird, 2003; Sidik, 2002; Bahl dan McMullen, 2000J. Dengan
demikian desentralisasi merupakan alatuntuk mencapai salah satu tujuan
bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan putusan yang lebih demokratis.

Komponen kunci dan utama dalam kebiiakan desentralisasi adalah
desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang
pengelolaan keuangan daerah meniadi lebih besar. Pengertian
desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah
untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan
daerah sesuai dengan potensinya masing-masing (Sidik, 2002: ix; Bird
dan Vaillancourt, 2000 : 4). Khusus berkaitan dengan desentralisasi
fiskal, banyak pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk
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perbaikan efesiensi ekonomi, efesiensi biaya, perbaikan akuntabilitas,
dan peningkatan mobilitas dana (Bird & Vaillancourt, 2000 : 56J.

Sedangkan menurut Kadjatmiko (2002 : 13), kebijakan desentralisasi
fiskal di Indonesia dilakukan dengan tujuan berikut.

1. Menjaga kesinambungan kebiiaksanaan fiskal dalam konteks
kebijaksanaan ekonomi makro;

2. Mengoreksi vertical imbalance, yait:u memperkecil ketimpangan
yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan
daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power
daerah;

3. Mengoreksi h orizontqlimbalance yaitu ketimpangan antardaerah
dalam kemampuan keuangannya;

4. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam
rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
putusan di sektor publik.

Meskipun dari sudut pandang manajemen, efektivitas dan efisiensi
desentralisasi dinilai akan menciptakan sistem pemerintahan dan
berpeluang meningkatkan pemerataan pembangunan dibandingkan
dengan sistem pemerintahan yang sentralistis, namun tidak ada yang
meniamin bahwa desentralisasi akan bisa berjalan dengan baik, yang
disebabkan: [1) pengendalian makro ekonomi, seperti instrumen-
instrumen fiskal utama: pajak, pengeluaran pemerintah, dan pinjaman
yang seharusnya dikendalikan oleh pusat; (2J terkait dengan arah
investasi dalam prasarana sosial. Jika kewenangan fiskal sepenuhnya
diserahkan kepada daerah, investasi akan cenderung diprioritaskan pada
proyek-proyek yang memiliki manfaat dalam sekala lokal saja, sehingga
investasi yang sifatnya lebih luas (lintas daerah) masih memerlukan dana
tambahan dari pemerintah pusat. (Bahl dan McMullen, 2000: 15J.

Untuk tercapainya efisinsi keuangan daerah diperlukan efisiensi
kerja sama. Efisiensi kerja sama daerah akan tercapai, apabila pengelo-
laan yang dilakukan melibatkan tiga asas faktor yang saling saling
berhubungan meniadi suatu putusan yang tidak terpisahkan sebagai alat
ukur (indikator) pelaksanaan kerja sama daerah, sebagai berikut.
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Prinsip batas kewenangan: telah terbit Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, yang berhubungan dengan kewenangan
pemerintah pusat dan daerah, selanjutnya dapat digunakan
sebagai payung hukum pembagian kerja antarketiga tingkat
pemerintah (pusat, provinsi, serta kabupaten/kota).

Prinsip batas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi); telah terbit
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang memberikan implikasi bagi pemerintahan
daerah untuk men5rusun SOTK baru yang disesuaikan dengan
kebutuhan dengan berpedoman pada prinsip miskin struktur kaya
fungsi, sekaligus meletakkan pondasi awal ke arah pengurangan
daya tarik birokrasi sebagai lapangan keria, dan mendorong
sektor swasta fttrivatc) sebagai lapangan kerja dengan simbol
status yang lebih menlanjikan (presaseJ.

Pengelolaan keuangan daerah; untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Namun seiauh ini, peraturan menteri tersebut belum berjalan
efektif, sehubungan terbitrrya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
PemerintalL Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/
Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu Menteri Dalam
Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Melihat peraturan di atas, hasil penelitian di Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan mampu mengoptimalkan kerja sama daerah dengan
mempertegas tapal batas kewenangan antartingkat pemerintahan,
sehingga mampu mencegah terjadinya benturan kepentingan dan
duplikasi program atau kegiatan pembangunan daerah. Pemberian
wewenang kepada daerah yang lebih luas dalam pemungutan pajak dan

3.
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retribusi dapat berakibat pada penurunan investasi dan usaha makro
maupun regional, karena ini berpotensi melahirkan ekonomi biaya
tinggi. Pada sisi lain, desentralisasi juga memunculkan potensi terjadi
konflik kepentingan antara daerah dan nasional. Penyerahan pengelolaan
terhadap daerah dapat menyebabkan beberapa tujuan pembangunan
ekonomi secara nasional tidak tercapai.

Seialan dengan hal ini, terdapat isu utama yang mengemukakan dan
harus segera direspons oleh pemerintah daerah, yaitu:

Paradigma baru yang menempatkan rakyat sebagai mitra yang
berkedudukkan seiaiar dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk merencanakan strategi
pembangunan daerahnya dengan lebih baik dan terarah, serta
mengimplementasikannya secara transparan dan accountable;

Perlu disadari bahwa otonomi daerah harus membuka kesempatan
yang sama dan seluasJuasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu
yang disepakati bersama sebagai jaminannya terselenggaranya
ketentuan sosial. ###

1)

2)
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BAB VII
KONS€P MANAJ€MCN K€UANGAN DA€RAH

Konsep manajemen keuangan daerah secara garis besar dapat dibagi
menjadi dua, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manaiemen
pengeluaran daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah kedua

komponen itu sangat besar pengaruhnya fMardiasmo,2OO2 : !04).
Adapun konsep manajemen keuangan daerah itu secara garis besar dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Manajemen penerimaan daerah dan manaiemen pengeluaran

daerah- Sementara itu secara sederhana pengertian manajemen

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tuiuan yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien Sedangkan manajemen

mempelaf ari bagaimana menciptakan efektivitas usaha (doing,. ring
thing) secara efisien (doing thing right') dan produktif, dalam rangka

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Ndraha, 2003 :

1sel.

Dalampengertianumummanaiemenadalahsuatuseni,keterampilan,
atau keahlian, yakni, "seni dalam menyelesaikan pekeriaan melalui
orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu
pekeriaan." Manajemen sering juga dirumuskan sebagai "telmik" dalam

arti maksud dan tujuan dari sekelompok orang diteapkan, dijabarkan,
dan dilaksanakan. Dalam rumusan yang lain, manaiemen dapat dilihat
sebagai proses, yakni:

Proses perencanaanQtlanning), pengorganisasian forganizing),
pengarahan (directing), pengkoordinasian (coordinating), dan
pengawasan fcontrolling). Kelima fungsi ini harus dilaksanakan
oleh setiap manaler/pemimpin di mana pun, kapan pun dan dalam

organisasi apa pun (Kaho,2001 :228-229,231).

Istilah keuangan oleh Kaho diartikan sebagai setiap hak yang

berhubungan dengan masalah uang antara lain berupa sumber
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pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang
sesuai dengan tuiuan dan peraturan yang berlaku (Kaho, 2001 : 61).
Sementara itu, keuangan daerah (seperti dinyatakan dalam pp Nomor
105 Tahun 2000J berarti semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
(termasuk segala bentuk kekayan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah), dalam kerangka anggaran pendapatan dan belania
daerah (APBD).

Dari pengertian tersebut jelas bahwa faktor manajemen keuangan,
khususnya keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap
keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu,
manajemen keuangan daerah merupakan salah satu pokok persoalan
yang direformasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerinta pusat dan Daerah. pentingnya
manajemen keuangan dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena
hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.
Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan
kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian iuga semakin
baik pengelolaannya, maka semakin berdaya guna pemakaian uang
tersebut.

Mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah menurut
DAudiffret sebagaimana dikutip J. Waion g(I975 :97) mengatakan:

(aJ bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang
begitu besar pada penduduk sedaerah, sehingga kebiiaksanaan
yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan,
kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu; (b) bahwa
kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil
yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan
yang baill terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan
penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan
memperbesar harta daerah, dengan semua kepentingan masyarakat
sedaerah sangat erat berhubungan; (c) bahwa anggaran adalah alat
utama pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran
yang dihadapkan pada dewan perwakilan rakyat daerah IDpRD)
haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan hemat rencana
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yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke depan yang

bijaksana.

Pada dasarnya manajemen keuangan daerah merupakan bagian

dari manajemen pemerintahan daerah. Sementara itu' dalam arti sempit

manaiemen keuangan daerah merupakan tugas bendaharawan' dari

peran kas daerah atau bendahara umum daerah sampai dengan peran

tendaharawan proyek, bendaharawan penerima, dan bendaharawan

barang. Dalam arti luas, manaiemen keuangan daerah berarti mencari

sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas

yang terstruktur melalui tahapan perencanan yang sistematis, penggunan

iana yang efisien dan efektif, serta pelaporan yang tepat waktu'

Menurut pendapat Halim [2002 - 61), fungsi manaiemen keuangan

terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas, yaitu:

(1J Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; [2]
Proses penyusunan anggaran pendapatin dan belanja daerah; (3)

Tolok ukur kineria dan standarisasi; (4J Pelaksanaan anggaran

yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi; [5J Laporan

pe.Lngg,rngl"waban keuangan kepala daerah; (6) Pengendalian dan

pengawasan keuangan Daerah.

Poin [1] dan [2) merupakan bagian dari fungsi perencanaan di

mana melekat pengertian adanya partisipasi publik Poin (3) dan (4)

merupakan fungsi pelaksanaan, sedangkan poin (5) dan (6) merupakan

fungsi pengendalian dan pengawasan keseluruhan poin tersebut akan

bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel. Dengan memuat rancangan yang dibuat

berdasarkan keahlian sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Manulang

(1983 : 671 sebagai berikut.

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat

p".tting. Makin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil

p,rla t ududukatt pemerintah dalam negara itu' Sebaliknya' kalau

i"u"ng"n negara itu kacau, maka pemerintah akan menghadapi

berbalai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala

kewaiiban yang diberikan kepadanya' Demikian juga bagi suatu

pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya

dalam mengatur rumah tangga daerah-
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Berbicara manajemen keuangan, maka akan berbicara pula masalah
pengelolaan keuangan, yang pada dasarnya dapat dirakukan baik orehindividu, perusahaan, maupun pemerintah. Menurut Husnan dan
Pudiiastuti [2002 : 16) bahwa:

Teori keuangan dapat dikatakan sebagai disiplin yang selalu
mengalami perubahan, dan karena kita perlu tersikap terbuka
(open mind) dalam mempelajarinya. Berkaitan dengan mana,emen
keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisiahkan dengan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belania daerah (ApBDJ ying
pa.da hakekatnya merupakan salah satu alat instrumen yang dipakai
sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DpRD harus berupaya
secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan ApBD yang a"pat
mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga terpenuhi tuntutan
terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan
publik. Sebagaimana fungsi manajemen keuangan daerah, ada dua tulaspokok yang harus dicermati oleh seorang m-analer keuangan daerah,
sebagaimana terekam dalam putusan Minteri Dalam Negeri Nomor29 Tahun 2000 tentang ,,pedoman pengurusan, pertanggungjawaban
dan.Pengawasan Keuangan Daerah serta=tata Cara penyusunan ApBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusun'an perhitungan
AP-BD." Dua tugas pokok tersebut adalah pekerjaan penganggaran dan
pekerjaan akuntansi. Keduanya merupakan masalah iekn-,, m"nalemen
keuangan daerah yang amat sentral.

Anggaran merupakan acuan pembangunan, yang mana dalam
menjalankan keuangan, pemerintah daerah harus 

- 

beipedoman pada
anggaran yang telah dibuat. sementara, akuntansi menyangkut maialahpeningkatan transparansi dan akuntabilit", p"ng"l,olu"n keuangan
daerah._Dalam operasionalnya, kedua tugas tersebuisaling berinteraksi
dan saling melengkapi, terutama dalim rangka pengendalian dan
pengawasan. ###
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BAB VIII
K€BIJAKAN P€RIMBANGAN KCUANGAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun
2004, bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada
daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan
sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah. Kebiiaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau m oney follows
function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan
daerah perlu diberikan pengaturan, sehingga kebutuhan pengeluaran
yang akan meniadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-
sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas,

maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas

penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban
APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan
yang menugaskan.

Selaniutnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada
daerah diberikan kewenangan untuk memungut paiak/retribusi (fax
assignment) danpemberian bagi hasil peneriman (revenue sharing) serta
bantuan keuangan [granfJ atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain

itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman,
baik dari dalam maupun luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa
piniaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah
dan pinjaman iangka paniang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran

untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah. Dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor33 Tahun 2004, masalahhubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur mengenai
pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan yang dikaitkan
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dengan sumber keuangan/pembiayaannya. Perubahan mendasar yang
telah dilakukan oleh kedua undang-undang ini khususnya rn"ngen"i
pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
atau intergovernmental fscal relation yang sangat besar pengaruhnya
terhadap keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 salah satunya
dimaksudkan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga tercipta
sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan,
partisipasi, dan bertanggung iawab. Caranya dengan mewujudkan sistem
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat yang adil dan selaras
dengan memberikan kepastian sumber keuangan yang berasal dari
daerah yang bersangkutan. Hal itu selaras dengan prinsip kebijakan
perimbangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

" Pertama, peningkatan PAD bertujuan memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensi daerah iebagai perwujudan
desentralisasi. Kedua, dana perimbangan bertujuan mengurangi
kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah.
Ketiga, pinjaman daerah bertuluan memperoleh sumber pembiayaan
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
Keempat, lainlain pendapatan bertuluan memberi peluang kepada
daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang
disebutkan di atas."

Sementara itu mengenai dasar pendanaan urusan pemerintahan
daerah menurut Pasal 4 Ayat (1J Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
yang menyatakan bahwa:

"(1) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi didanai APBD; (2) penyelenggaraan
tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
Provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai ApBN; (3)
Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah dalam rangka tugas pembantuan didanai ApBN; (4)
Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi
dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan
pemberian dana."

Beberapa prinsip pembiayaan dan dasar pendanaan pemerintah
daerah tersebut secara normatif merupakan langkah yang maju, hanya
saja proses implementasinya masih banyak menghadapi kendala dan
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tidakkonsisten. Hal itu terlihat dari masih minim atau rendahnya sumber-
sumber keuangan yang berasal dari daerah sendiri atau yang sering
disebut pendapatan asli daerah (PAD) dan yang berasal dari pemerintah
pusat. Menurut Manan, [2004 : 41J bahwa:

Fenomena ini memang bukan hanya khas Indonesia atau negara
berkembang, tetapi fenomena dihampir semua negara. Namun
kecilnya PAD tidak selalu berarti lumbung keuangan daerah tidak
terisi banyah bahkan mungkin cukup banyak. Hanya saja tidak
bersumber pada pendapatan sendiri, melainkan dari uang yang
diserahkan pusat kepada daerah dalam bentuk subsidi dan lain
sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mardiasmo (2002 : 105J
mengemukakan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan
daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan value for monqt

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki
hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran
karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban publik yang berarti
bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penJrusunan
dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan
dipertanggungiawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses
penganggaran yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.
Sedangkan Nich Devas, et oL (1989 :279) menegaskan bahwa tujuan

utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.
"(1) Pertanggungjawaban {accountability). Pemerintah daerah harus
mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau
orangyangberkepentinganyang sah. Lembaga atau orangitu termasuk
pemerintah pusat, dewan perwakilan ralgrat daerah [DPRD); kepala
daerah forang yang membawahi semua satuan tata usaha], adapun
unsur yang penting tanggung jawab mencakup keabsahan dan
pengawasan; (2) Mampu memenuhi kewaliban keuangan. Keuangan
daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi
semua ikatan keuangan, jangka pendek dan panjang (termasuk
pinjaman jangka panjang); (3) Kejujuran. Urusan keuangan harus
diserahkan pada pegawai yang iuju4 dan kesempatan untuk berbuat
curang diperkecil; {4) Hasil guna (efectivenessJ dan daya guna
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(fficienc') kegiatan daerah. Tata cara mengurus keuangan daerah
harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah
daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-
cepatnya; (5) Pengendalian. Petugas keuangan pemerintah daerah,
dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus
melakukan pengendalian agar semua tujuan tercapai, mereka harus
mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan
untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk
membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan
sasaran."

Dari ketentuan Pasal l Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan
Daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan.
keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena iabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruh pengelolaan
keuangan daerah dan mempunyai kewaliban menyampaikan
pertanggungjawabannya atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada
dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1J menyatakan bahwa kepala
daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan
daerah, kemudian Ayat [2) menyatakan selaku pejabat pemegang
kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat [1J, kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada sekretaris daerah atau perangkat pengelola
keuangan daerah. Dengan demikian, kepala daerah tidak harus mengelola
sendiri keuangan daerah tersebut, bahkan kepala daerah dimungkinkan
untuk mendelegasikan seluruh kewenangannya dalam bidang keuangan
daerah kepada perangkat pengelola keuangan yang ada di daerah.

Nirzawan sebagaimana dikutip Elmi (2OOL : 74) mengemukakan
bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai
berikut.

"(1) Dalam mengelola anggaran baik rutin maupun pembangunan
senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang
dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan
produktivitas; (2) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang
kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan; (3) Anggaran
pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor
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secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan
maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang
peningkatan pembangunan dan kemasJarakatan dengan
memperhatikan skala prioritas.-
Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dikemukakan

pendapat Brian Binder sebagaimana dikutip Halim {2O0I :74) bahwa
pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa
satuan yang terpisah:

"(1) Sekretaris daerah (Sekda) bertanggung jawab kepada kepala
daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetuiui dan
mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan
pembukuan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat
daerah yaitu bagian keuangan; {2) Badan perencanaan pembangunan
daerah (Bappedal bertugas menyusun kebijaksanaan dan prJgram
dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan, dan lug"
menyiapkan RPJPD yang menjadi acuan dalam penyusunan ApBb;
(3) Dalam lingkungan sekrctariat terdapat bagian pembangunan
(bagian penyusunan program), yang bertugas sebagai koordinator
proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran
pembangunan daerah, dan iuga bertanggung iawab memintru
pelaksanaan proyek-proyek baik dari segi fisik maupun keuangan;
(4) Dinas pendapatan daerah, beranggung jawab langsung kep-ada
kepala daerah dan berhrgas memungut paiak retribusi da;rah
dan jenis penerimaan lainnya. Selain itu dinas pendapatan daerah
bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan
semua penerimaan daerah; {5) Bank pembangunan daerah (BpDJ
yang selama ini ditunjuk sebagai pemegang kas daerah, bertugas
menerima, mengawasi dan mengeluarkan uan& serta menerbitkan
cek atas nama pemerintah daerah; {6) tnspektorat daerah, bertugas
dalam hal pemeriksaan keuangan daerah.
Nich Devas, et.al. {!989: 2801 mengemukakan unsur-unsur sistem

keuangan pemerintah daerah dapat digotongkan kedalam dua kelompok
yaitu:

"(1) Unsur berkala dan unsur hukum, unsur berkala meliputi unsur-
unsur y:tng menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam
setahun, yakni menyusun program dan anggaran, pengeluaran dan
penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uangmasuk mencatat
dan melaporkan transaksi keuangan. Unsurhukum mencakup unsur-
unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala, yakni : undang_
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undang, dan peraturan keuangan, transaksi dan pemeriksaan

keuangan dari dalam; (2) Unsur-unsur luar dan dalam: unsur luar
meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah

oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi (pemerintah

pusat) berdasarkan hukum dan peraturan yang berhak, ratifikasi

mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan kebutuhan,

dan pemeriksaan keuangan dari luar."

Adapun unsur dalam ialah unsur pengawasan dan pelaporan yang

diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para

pejabat keuangan pemerintah daerah. Maka unsur-unsur ini dapat

digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 3

Unsur-Unsur Utama Sistem Pengelolaan Keuangan

r ",.,,'--l
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P.|| bsrlo|rn|-
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Sumber: Devas (1989 : 281 ).
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam
pengelolaan keuangan daerah perlu adanya suatu proses koordinasi yang
jelas sehingga dapatterciptasinergis di dalam suatu organisasi pemerintah
daerah, yang pada akhirnya akan menuju pada manajemen k"u"ngun
daerah yang profesional. Untuk itu perlu adanya suatu pembaharian
sesuai dengan tuntutan paradigma dalam proses pengelolan keuangan
daerah itu sendiri. Berkaitan dengan tuntutan p"*buh"n terseLut
Mardiasmo (2002 : 117) menjelaskan bahwa perencanaan ApBD dengan
paradigma baru adalah sebagai berikut.

"(1) APBD yang berorientasi pada kepentingan publik; (2) ApBD yang
disusun dengan pendekatan kinerja; (3) Terdapat keterkaitan yan!
erat antara pengambil kebijakan {decision Moker) di DpRD dengan
perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran
oleh unit kerja; (4) Terdapat upaya untuk mensinergislan hub-u-ngan
antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,
lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pengelolaan
layanan publik dalam pengambilan kebijakan.,'
Berkaitan dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan

tersebut maka, agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran
daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisGn, dan e?ektif
(value for money), maka perencanaan anggaran daerah harus disusun
berdasarkan pendekatan kinerja. Dengan diterapkannya pendekatan
kinerja ini seiring dengan perkembangan manrpm"n 

-y"ng 
memang

telah berubah dalam menyusun anggaran. perkembangan dan perubahan
anggaran itu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tradisional
kepada pendekatan new public management. Menurut Nich Devas, elal.
(1989 :279) menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

"(1) Pertanggun gSawaban (accountabitity). pemerintah daerah harus
mempertanggung,awabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau
orangyangberkepentinganyangsah. Lembaga atau orang itu termasuk
pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DpRD); kepala
daerah forang yang membawahi semua satuan tata usahaJ, adapun
unsur yang penting tanggung jawab mencakup keabsahan dan
pengawasan; (2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan
daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi
semua ikatan keuangan, jangka pendek dan panjang (termasuk
pinjaman jangka panjangJ; (3) Kejujuran. Urusan keuangan harus
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diserahkan pada pegawai yang iujur; dan kesempatan untuk berbuat

curang diperkecil; [4) Hasil gur'a (effectivenessJ dan daya guna

(efJiciinc) kegiatan daerah. Tata cara mengurus keuangan daerah

haius sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tuiuan pemerintah

daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-

cepatnya; (5) Pengendalian. Petugas keuangan pemerintah daerah,

der,rran perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus

melakukan pengendalian agar semua tujuan tercapai, mereka harus

mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan

untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk

membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan

sasaran."

Dengan demikian, peran DPRD dalam melakukan kontrol kinerja

pemerintah daerah sangat menentukan guna terbentuknya transparansi

anggaran sebagai bentuk pertanggung,awaban kepada kepentingan

publik. Anggaran daerah sebagai instrumen kebiiakan yang utama

bagi pemerintah daerah, mendukung posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah' Anggaran

daeiah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran,

membantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan,

otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar

untuk eviluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat

koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit keria (Mardismo,

2O02 : 157 -I5B-202). ###
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BAB IX
P€NUTUP

Berdasrkan pemikiran konsepsional atau teoretis yang dikemukakan
oleh para pakar dalam studi proses kebijakan publik sebagaimana
diuraikan tersebut di atas, nampaknya teori implementasi kebiiakan dari
Abidin [2004: 197-197') lebih komprehensifdan realistis dipandang dari
perspektif manajerial maupun kondisional bagi studi kebiiakan yang
aktual dan relevan sebagai landasan analisis implementasi kebijakan
desentralisasi fiskal dengan intisari teoretis sebagai berikut.
1. Bahwa proses implementasi kebijkan ditentukan oleh dukungan

dua faktor; yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi sutrstansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan
faktor eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan dan dukungan
masyarakat

2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:
(1J Subtansi kebijakan, bahwa suatu kebijakan dianggap berkualitas

dan mampu dilaksanakan iika memiliki substansi:
a) Tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang

dipakai untuk membuat kebijakan itu dapat dikatakan baik,
jika: (1) Rasional, artinya tujuan dapat dipahami atau
diterima oleh akal sehaq (21 Diinginkan {desimble), arhnya
tujuan kebijakan itu memenuhi kepentingan orang banyak
atau dapat memenuhi kepentingan masyarakat

b) Asumsi, bahwa asumsi yang dipakai dalam proses perumusan
kebijakan itu realistis atau tidak mengada-ada.

c) Informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap
dan benar atau tidak kadaluarsa (out of date). Kebijakan
5rang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah
tidak tepat
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(2) Sumber daya, yaitu meliPuti:

a) Sumber daya aparatul, yaitu dukungan aparat pelaksana

kebiiakan;

b) Anggaran, yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan;

cJ Sarana,yaitu dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan.

3. Dukungan faktor eksternal kebijakan secara elaboratif meliputi:

1J Kondisi lingkungan kebilakan, yaitu menyangkut kondisi sosial

politih dan ekonomi.

2) Dukungan masyarakat, yaitu dukungan masyarakat sebagai

sasar an (o bj e k) kebij akan yang diimplementasikan'

Konstruksi teoretis tersebut kiranya cukup beralasan, karena dalam

perspektif manajemen, bahwa kebijakan merupakan instrumen basis

bagi manajemen untuk menjadi solusi berbagai permasalahan yang

kompleks, yang dihadapi dalam proses mencapai tuiuan manaiemen,

inklusif dalam manaiemen pemerintahan dengan memanfaatkan

dukungan sumber daya yang dimiliki sebagaimana dikemukakan Fleet

(1988 : 9) bahwa, manajemen adalah suatu kelompok aktivitas yang

diarahkan kepada pemanfaatan sumber-sumber daya secara efektif serta

efisisen dalam rangka mencapai sebuah tuiuan atau lebih." Perspektif
manaierial tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut

Gambar 4
Konstruksi Proses Manajemen

Sumber: Konstruksi Proses Manaiemen menurut Fleet (1988 : 9).
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Secara ekologis bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga
akan berdampak terhadap implementasi suatu kebilakan sebagaimaia
dikemukakan oleh Meter dan Horn [197S :471) bahwa:

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan
publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa
yang lalu. Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan
publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan dampak
variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

Secara kondisional, bahwa efektivitas implementasi suaru kebijakan
ditentukan pula oleh realitas dukungan masyarakat yang teraktuaiisasi
dalam bentuk partisipasi masyarakat, r"p".ti dikurnukukan Huntington
dan Nelson [1990 : 1) bahwa:

Partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara-
negara yang belum modern, sebagian besar mesyarakatnya belum
merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.
Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai
pengaruh pada kehidupannya, apalagi untuk berpikir bahwa mereka
mempunyai hak dan mampu memengaruhi kebijakan pemerintah itu
untuk kepentingannya.

Penelitian tentang desentralisasi fiskal ditinjau dari aspek
perrerimaan keuangan daerah. Berdasarkan rumusan masalah
sebagaimana telah dikemukakan di muka, dikandung maksud bahwa
apa penyebab ketidakefektifan antara implementasi liebijakan dengan
perolehan dan peningkatan penerimaan daerah? dan bagaimana langLh
menghilangkan kehdakefektifan itu?

- 
Terlebih dahulu perlu dideskripsikan kata kunci yaitu efektif.

Berdasarkan Richard M. Streers (19g5 : g9J, efektifberarti suatu kebijakan
atau fakta yang telah berlangsung dan fakta tersebut telah sesuai dengan
apa yang pernah direncanakan maupun dicita_citakan. Dalam -hal

bertindak efektif jelas terkandung maksud ketidaksesuaian antara fakta
dan rencana. Sedangkan pertanyaan kedua adalah bagaimana upaya
menghilangkan ketidaksesuaian tersebut. Terlebih dahulu kita pe;u
mengenali apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai? Dalam disertaii inl
yang_menjadi objek dari pertanyaan tersebut adalah penerimaan daerah
melalui sumber-sumber pendapatan daerah.

_ Menurut Dye (1997: 45) bahwa rencana atau perencanaan merupa_
kan salah satu bagian dari komponen kebijakan. Kita tahu bahwa
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penetapan rencana dalam konteks perencanaan penerimaan daerah

retribusi daerah sudah tentu diungkapkan dalam kebijakan APBD

melalui sebuah peraturan daerah. Kebiiakan publik merupakan putusan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan untuk
mencapai tuiuan tertentu atau memecahkan masalah tertentu' Kebijakan
daerahyang mengatur penyelenggaraan desentralisasi fiskal merupakan
salah satu jenis kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah

Satu tahapan proses kebijakan yang dinilai paling krusial adalah
tahapan implementasi kebijakan yaitu tahapan di mana sebuah tujuan
kebijakan akan dilaksanakan dengan seluruh sumber daya dan potensi
yang ada (Edwards lll, 1980 : 51). Bagaimana pun baiknya sebuah
kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan dilaksanakan dengan
bai[ maka apa yang menjadi tujuan tersebut tidak akan mampu tercapai
dengan sempurna. Untuk itu, bukan saia pada tahap implementasi yang

harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, akan tetapi tuga pada

tahapan perumusan atau pembuatan kebijakan publik juga diantisipasi
dengan melihat faktor dominan yang terdiri atas komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana diungkapkan dalam
Edwards lll (1980 : 37) merupakan kerangka analisis yang sangatpenting.
Kinerja keempat faktor tersebut sangat memengaruhi implementasi
kebiiakan desentralisasi fiskal. Dalam hal ketidakefektifan implementasi
desentralisasi fiskal, dilihat dari kerangka Edwards III adalah sebagai

berikut.

a. Dari aspek komunikasi adalah bagaimana suatu produk kebiiakan
desentralisasi fiskal, baikdari tataran prinsip maupun operasional
dapat disalurkan kepada seluruh pemangku kepentingan fstake
holderJ mungkin melalui berbagai upaya daerah. Dalam Kasus

Provinsi Sumatera Selatan misalnya, sesuai dengan keterangan
informan sebagai perwakilan pemangku kepentingan, di
antaranya adalah staf operasional lapangan/petugas keuangan di
kabupatenbahwa selalu ada ketimpangan dalam penerimaan DAU

dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
di mana terjadi pembagian kewenangan antara pemerintahan
yang dikaitkan dengan sumber keuangan/pembiayan. Untuk
itu diperlukan kesamaan pemahaman antara jajaran syarat yang
penting dalam mentransformasikan kebiiakan kepada pemangku
kepentingan atau implementor atau aspirator di lapangan

mencakup cara penyaimpaian/penyebaran, keielasan informasi,
dan konsistensi informasi pemerintahan pusat terhadap daerah

70 | Do^t oli"^i Fitkol



b. Dari aspek sumber daya mencakup kesiapan staf (SDMJ, sumber
dana, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dalam kasus provinsi
Sumatera Selatan, sesuai dengan kerangka yang bisa dihimpun
bahwa pada dasarnya kesiapan staflebih dilihat dari hal kemauan
dan kejujuran, mempunyai keahlian. Sumber dana meruDakan
hal yang penting karena dengan sumber dana yang memadai
maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bisa memberikan
kelayakan dan kesejahteraan kepada pegawainya, terutama
staf di lapangan. Selain itu dengan sumber dana yang cukup,
maka dalam melaksanakan fungsi tersebut harus didukung
sumber-sumber keuangan yang menjadi baik yang berasal dari
pendapatan asli daerah (PADI, dana perimbangan, pinjaman
daerah maupun lainlain penerimaan yang sah. Untuk peranan
pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas
masyarakat setempat. Pemerintah daerah pada dasarnya adalah
lembaga untuk menyelenggarakan layananJayanan tertentu
untuk daerah, dan sebagai alat yang tepat untuk menebus
biaya memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat
untuk daerah. Sedangkan informasi tentang kewenangan pada
setiap tingkatan implementor/operator di lapangan seringkali
diabaikan dalam melaksanakan tugas sehingga terkesan tumpang
tindih, sebagaimana diutarakan oleh informan penelitian ini.

c. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana adalah sikap kesadaran
dan tanggung jawab implementator/operator pemerintah daerah
di lapangan dalam melaksanaakan tugasnya belum memadai, hal
ini sudah tentu dipengaruhi olehkondisi kedua aspke sebelumnya,
yaitu komunikasi dan sumber daya yang belum cukup memadai
sebagaimana diuraikan di atas.

d. Dari aspek struktur trirokrasi merupakan urat nadi terhadap
berialannya ketiga aspek di atas; komunikasi, sumber daya
dan sikap pelaksana. Semakin rumitnya dan luasnya rentang
kendali struktur birokrasi, maka dimungkinkan komunikasi akan
terhambat, sumber daya tidak bisa tidak biasa dimanfaatkan
secara penuh, dan sikap atau respons pelaksana akan kurang
maksimal.

Dari pendapat di aas dapat dijelaskan sebagi berikut.

1. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal merupakan dampak
atas pelaksanaan kebijakan yang dibuat implementasi tersebut
sebaiknya perlu mengacu kepada kerangka Edwards III;
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2. Kinerja implementasi kebijakan; apakah itu baik atau buruk akan

berdampak kepada kwalitas pelayanan yang secara operasional
menjadi tugas staf teknis (operasional) pada unit di mana obiek
pendapatan daerah dikelola.

3. Dalam hal praktek di lapangan, melibatkan baik sengaia maupun
tidak sengaja akan partisipasi masyarakat setempat, namun
demikian dalam koridor terkendali;

4. Operasional pelaksanaan tersebut, baik yang langsung dikelola
oleh unit provinsi maupun kabupaten / kota yang menjadi
kendala dalam pencapaian kinerja implementasi kebilakan yang

diindikasikan dengan kinerja target dan realisasi pendapatan
daerah provinsi .

5. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja pendapatan
daerah perlu meningkatkan peranan unit yang bertanggung
jawab terhadap setiap sektor pendapatan daerah, seperti
dinas pendapatan daerah, maupun unit-unit pengelola yang

menyangkut setiap sektor pendapatan daerah provinsi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004,

maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan
kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang

lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaaan, baik yang

berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN.

Untuk mengimplementasikan kebilakan desentralisasi fiskal
terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah, menurut Halim
(2001 : 90-91) mengemukakan kriteria sebagai dasar penilaian yaitu:

1. Kriteriabagi hasil harus mencukupi, menghendaki hasil pungutan
penerimaan yang besar dan mencukupi untuk keperluan
pemerintah daerah. Jadi bukan banyak ienis penerimaan, tetapi
hasil dan potensinya;

2. Kriteria adil dan pemerataan, dilihat dari faktor yaitu:

a. Tegak lurus [tingkat atau besar pendapatan).

b. Mendasar (sumber pungutan dikenakan).

c. Geografis (menyangkut lokasi di mana pungutan itu
dikenakanJ.

3. Kriteria ini bertitik tolak pada azas manfaat dan azas daya pikul.
Azas manfaat menghendaki agar iumlah pungutan sama dengan

manfaat yang diterima, sedangkan azas daya pikul adalah
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pengenaan harus berdasarkan kemampuan bayar seseorang atas
suatu pungutan.

4. Kriteria kemampuan administrasi, setiap jenis penerimaan
berbeda-beda dalam perangkat administrasi.

5. Kriteria pengaruh pajak terhadap ekonomi, yang diperhatikan
adalah efek terhadap alokasi sumbei sebab ada pungutan yang
dapat mengurangi kemampuan berproduksi dan investasi, ada
pula yang mendorong kegiatan produksi dan investesi. Segi

efisiennya adalah pungutan yang mendorong kegiatan ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 sebagaimana
telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005
tentang Dana Perimbangan terdapat empat sumber dana perimbangan
dari pemerintah pusat, yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersaumber dari APBN yang
dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase
tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil;

2. Dana alokasi umum [DAU) bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formulasi
yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan
fiskal, dan potensi daerah;

3. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan
geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan keselahteraan
masyarakt di daerah, dan fingkat pendapatan masyarakat di
daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari pendapatan
asli daerah, dana bagi hasil paiak, dan sumber daya alam;

4. Dana alokasi khusus (DAKI dimaksudkan untuk mendanai
kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan
prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan
perwuiudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu khususnya
dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat.

Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan
penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan
diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah
sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakag
misalnya kebijakan dalam pelayanan infrastruktur dan pajak kendaraan.
Pada dasarnya, ienis infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur
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pusat dan infrastruktur daerah. Sedangkan menurut Dunn (2003 : 46),
bahwa:

Sistem kebifakan (policy system) atau pola pelaku institusional melalui
kebijakan dibuatmengandung empatelemen yangmemiliki hubungan
timbal balik: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan
kebijakan. Dari paparan di atas tampakbahwa implementasi kebijakan
desentralisasi fiskal berlangsung dalam konteks hubungan dengan
pemerintahan (governance relations), yakni antara pemerintah pusat
dan daerah tersebut dapat diilustrasikan melalui gambar berikut
dengan contoh kasus di Provinsi Sumataera Selatan.

Gambar 5.
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